
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-05/BC/2021 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA DAN EKSPOR SEMENTARA 

KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS 

Menimbang 

Mengingat 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2019 tentang 

Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan 

Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas, perlu 

menetapkan Peraturan Direktur J enderal Bea dan Cukai 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara dan Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas 

Batas; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4661); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2019 

tentang Impor Sementara atau Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

495); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 

DAN EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR 

MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS. 

BAB I 

KETENTl!AN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktui:- Jenderal m1 yang dimaksud 

dengan: 

1. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara 

yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah 

Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah 

Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di 

kecamatan. 

2. Pos Pengawas Lintas Batas adalah tempat yang ditunjuk 

pada perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan 

dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang 

yang dibawa melalui lintas batas negara. 

3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

kendaraan yang berjalan di atas rel. 

4. Impor Sementara Kendaraan B~rmotor adalah 

pemasukan Kendaraan Bermotor ke dalam daerah 

pabean melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang benar­

benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam 

jangka waktu tertentu. 

5. Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor adalah ekspor 

yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam j angka 

waktu tertentu atas kendaraan bermotor melalui Pos 

Pengawas Lintas Batas. 
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6. Kendaraan Bermotor untuk Penggunaan Pribadi adalah 

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan oleh 

orang yang bersangkutan yang tidak termasuk 

Kendaraan Bermotor untuk penggunaan komersial. 

7. Kendaraan Bermotor untuk Penggunaan Komersial 

adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk 

pengangkutan orang dengan memungut bayaran atau 

pengangkutan barang komersial dan industri, baik 

dengan memungut bayaran atau tidak. 

8. Pemberitahuan Kendaraan Bermotor (Vehicle Declaration) 

yang melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang 

selanjutnya disebut dengan Vehicle Declaration adalah 

pemberitahuan pabean yang digunakan. saat: 

a. impor sementara dan sekaligus digunakan saat 

diekspor kembali; atau 

b. ekspor dan sekaligus digunakan saat impor kembali, 

sekaligus sebagai jaminan tertulis atas bea masuk dan 

pajak dalam rangka impor yang terutang atas Kendaraan 

Bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas. 

9 . Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat 

SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor 

pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan 

kepabeanan. 

10. Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Bea dan 

Cukai. 

11 . Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawa1 Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 

12 . Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang­

Undang Kepabeanan. 
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BAB II 

IMPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR 

MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran atas Vehicle Declaration 

Pasal 2 

(1) Importir dapat mengeluarkan Kendaraan Bermotor 

melalui Pos Pengawas Lintas Batas ke dalam daerah 

pabean dengan menggunakan mekanisme Imper 

Sementara Kendaraan Bermotor dengan ketentuan: 

a. Kendaraan Bermotor terdaftar atau teregistrasi di 

negara asing; 

b. Kendaraan Bermotor dimiliki atas nama warga negara 

asing; 

c. Kendaraan Bermotor diimpor dan· dikendarai oleh 

pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya; 

d. Kendaraan Bermotor mendapatkan persetujuan 

ekspor atau sejenisnya dari otoritas yang berwenang 

di negara asing; 

e. Kendaraan Bermotor memiliki jumlah minimal bahan 

bakar saat imper sebanyak % (tiga per empat) 

kapasitas tangki normal bahan bakar; dan 

f. importir dan/ atau Kendaraan Bermotor tidak 

memiliki Vehicle Declaration yang belum diselesaikan. 

(2) Dalam hal Kendaraan Bermotor diimpor oleh warga 

negara Indonesia yang mendapat kuasa se bagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, warga negara Indonesia 

tersebut merupakan: 

a. pennanent resident (penduduk tetap) di negara asing; 

b. tenaga kerja di negara asing; atau 

c. pelajar di negara asing. 
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(3) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) yaitu: 

a. Malaysia dan Brunei Darussalam, dalam hal Kawasan 

Perbatasan berada di provinsi Kalimantan Barat dan 

Kaliman tan U tar a; 

b . Republik Demokratik Timor Leste, dalam hal Kawasan 

Perbatasan berada di provinsi Nusa Tenggara Timur; 

atau 

c. Papua Nugini, dalam hal Kawasan Perbatasan berada 

di provinsi Papua. 

Pasal 3 

(1) Untuk dapat mengeluarkan Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), importir 

wajib menyampaikan pemberitahuan pabean impor atas 

Kendaraan Bermotor berupa Vehicle Declaration kepada 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk di Pos Pengawas Lintas Batas tempat 

pemasukan. 

(2) Penyampaian Vehicle Declaration sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) diajukan secara elektronik ke dalam SKP 

melalui portal Direktorat J enderal Bea dan Cukai. 

(3) Pemberitahuan Vehicle Declaration sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. nama Pos Pengawas Lintas Batas; 

b. nama pemilik Kendaraan Bermotor; 

c. alamat pemilik Kendaraan Bermotor; 

d. nomor paspor atau identitas lain pemilik Kendaraan 

Bermotor; 

e. nama pengemudi Kendaraan Bermotor; 

f. alamat pengemudi Kendaraan Bermotor; 

g. nomor paspor a tau identitas lain pengemudi 

Kendaraan Bermotor; 

h. nomor lisensi mengemudi; 

1. nomor registrasi Kendaraan Bermotor; 

J . tanda nomor Kendaraan Bermotor; 

k. negara pendaftaran Kendaraan Bermotor; 
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1. merk dan jenis Kendaraan Bermotor; 

m. nomor rangka Kendaraan Bermotor; 

n. nomor mesin Kendaraan Bermotor; 

o. tahun pembuatan Kendaraan Bermotor; 

p . warna Kendaraan Bermotor; 

q. alamat di Indonesia; dan 

r. mengisi lampiran pernyataan importir. 

(4) Dalam hal importir adalah kuasa dari pemilik Kendaraan 

Bermotor, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk meminta 

dokumen pendukung mengenai penyerahan kuasa 

penggunaan Kendaraan Bermotor dari pemilik Kendaraan 

Bermotor ke importir. 

(5) Bukti penyerahan kuasa penggunaan Kendaraan 

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

berupa surat kuasa, kontrak kerja, atau dokumen sejenis 

itu. 

Bagian Kedua 

Penelitian Dokumen 

Pasal 4 

(1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk di Pos Pengawas Lintas Batas tempat 

pemasukan melakukan penelitian dokumen atas Vehicle 

Declaration sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk memastikan bahwa Kendaraan 

Bermotor memenuhi ketentuan: 

a. Kendaraan Bermotor terdaftar atau teregistrasi di 

negara asing; 

b. Kendaraan Bermotor dimiliki atas nama warga negara 

asing; 

c . Kendaraan Bermotor diimpor dan dikendarai oleh 

pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya; 

d. Kendaraan Bermotor mendapatkan persetujuan 

ekspor atau sejenisnya dari otoritas yang berwenang 

di n egara asing; dan 
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e. importir dan/ atau Kendaraan Bermotor tidak memiliki 

Vehicle Declaration yang belum diselesaikan. 

(3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui wawancara · dengan importir 

dan/ atau meminta importir memperlihatkan dokumen 

pendukung. 

(4) Dalam hal hasil penelitian dokumen atas Vehicle 

Declaration sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) 

memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, 

terhadap Kendaraan Bermotor dilakukan pemeriksaan 

fisik. 

(5) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) tidak memenuhi persyaratan 

atau tidak menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

penelitian dokumen meneruskan kepada Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan untuk 

ditindaklanjuti. 

(6) Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) menunjukkan: 

a. tidak terdapat pelanggaran pidana, importir 

melakukan perbaikan Vehicle Declaration; atau 

b. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

Bagian Ketiga 

Pemeriksaan Fisik 

Pasal 5 

(1) Terhadap Vehicle Declaration yang memenuhi persyaratan 

dan menunjukkan kesesuaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (4), Pejaba t Bea dan Cukai yang 

ditunjuk m ela kukan pemeriksaan fisik atas Kendaraan 

Bermotor. 
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(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan tujuan untuk: 

a. memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor 

dengan data dan informasi yang tercantum dalam 

Vehicle Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1); 

b . memastikan Kendaraan Bermotor memiliki jumlah 

minimal bahan bakar saat impor sebanyak % (tiga per 

empat) kapasitas tangki normal bahan bakar; dan 

c. memperoleh data Kendaraan Bermotor secara lengkap 

guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai 

pabean. 

(3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir 

dan/ atau meminta importir menunjukkan dokumen 

pendukung Kendaraan Bermotor. 

Pasal 6 

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaiman a 

dimaksud dalam Pasa l 5 menunjukkan kesesuaian, 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk di Pos Pengawas Linta s Batas tempat 

pemasukan memberi persetujuan Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor dengan: 

a . mencatat tanggal persetujuan pengeluaran Kendaraan 

Bermotor sebagai barang impor sementara; 

b. memberikan jangka waktu Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal persetujuan; dan 

c. menandatangani dan mengesahkan Vehicle 

Declaration, 

dengan m enggunakan SKP. 
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(2) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pas Pengawas 

Lintas Batas tempat pemasukan memberikan tanda 

khusus pada Kendaraan Bermotor yang telah diberikan 

persetujuan Impor Sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Contoh format tanda khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur J enderal ini. 

(4) Vehicle Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

merupakan tanda atau dokumen pelindung kepabeanan 

atas Kendaraan Bermotor selama berada di provinsi yang 

di dalamnya terdapat Pos Pengawas Lintas Batas. 

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 menunjukkan ketidaksesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan 

fisik menyampaikan Vehicle Declaration dan informasi 

hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan untuk ditip.daklanjuti. 

(6) Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) menunjukkan: 

a. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat dimasukkan ke 

dalam daerah pabean dengan Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor; atau 

b. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

(7) Tata laksana pemberian persetujuan lmpor Sementara 

Kendaraan Bermotor dila ksanakan sesuai ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang 

merupakan bagian tidak terpisahkari dari Peraturan 

Direktur J enderal ini. 
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Bagian Keempat 

Perpanjangan Jangka Waktu Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor 

Pasal 7 

(1) Jangka waktu Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (1) huruf b dapat diperpanjang. 

(2) Importir mengajukan permohonan perpanjangan jangka 

waktu Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) kepada Kepala 

Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

di Pos Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan melalui 

SKP, sebelum jangka waktu Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor berakhir. 

(3) Permohonan perpanjangan jangka · waktu lmpor 

Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diajukan dengan menyebutkan alasan dan 

melampirkan dokumen pendukung lainnya. 

(4) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan 

perpanjangan jangka waktu Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor terhadap: 

a. pemenuhan persyaratan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor; 

b. jangka waktu 1zm Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor; dan 

c. lampiran berupa dokumen pendukung. 

(5) Selain melakuka n penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea 

dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas 

Kendaraan Bermotor untuk m emastikan keberadaan 

Kendaraan Bermotor dan tujuan penggunaan Impor 

Sem entara Kendaraan Bermotor. 
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(6) Dalam hal lokasi penggunaan Kendaraan Bermotor tidak 

berada dalarn wilayah pengawasannya, Kepala Kantor 

Pabean yang memberikan persetujuan . Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor 

Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor untuk melakukan 

pemeriksaan. 

(7) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu 

lmpor Sementara Kendaraan Bermotor disetujui, Kepala 

Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

di Pos Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan 

memberi persetujuan perpanjangan jangka waktu Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor dengan: 

a. memberikan perpanjangan jangka waktu Impor 

Sementara Kenda raan Bermotor paling lam a 30 (tiga 

puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu Impor 

Sementara Kendaran Bermotor sebelumnya; dan 

b . menandatanga ni dan mengesahkan perpanjangan 

Vehicle Declaration, 

dengan menggunakan SKP. 

(8) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor tidak disetujui, 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk di Pos Pengawas Lintas Batas tempat 

pemasukan menyampaikan surat penolakan dengan 

disertai alasan penolakan. 

(9) Kendaraan Bermotor yang mendapat penolakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib mengekspor 

kembali Kendaraan Bermotor sebelum jangka waktu 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor berakhir. 

Pasal 8 

(1) Persetujuan Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

dan perpanjangan jangka waktu Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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7 atas 1 (satu) Kendaraan Bermotor, diberikan untuk 

jangka waktu tidak melebihi 6 (enam) bulan dalam 

periode 1 (satu) tahun berjalan. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jumlah keseluruhan izin Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) Kendaraan Bermotor, 

baik secara terus menerus atau tidak. · 

(3) Tata laksana pemberian persetujuan perpanjangan 

jangka waktu Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Kelima 

Multitrip 

Pasal 9 

(1) Dalam jangka waktu Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 

perpanjangan jangka waktu Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, importir 

dapat melakukan · kegiatan impor dan ekspor kembali 

atas Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration lebih dari satu kali (multitrip). 

(2) lmportir dapat melakukan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) setelah mendapat persetujuan 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk pada setiap kali Kendaraan Bermotor tersebut 

diimpor atau diekspor kembali. 

(3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk memberikan persetujuan terhadap kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan 

menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

(4) Tata laksana pemberian persetujuan kegiatan impor d an 

ekspor kembali atas Kendaraan Bermotor yang tercantum 

da lam Vehicle Declaration lebih dari satu kali (multitrip) 

dilaksanaka n sesuai ketentuan sebagaimana tercantum 
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dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Keenam 

Pemeriksaan Sewaktu-Waktu 

Pasal 10 

(1) Untuk memastikan pemenuhan peraturan perundang­

undangan di bidang kepabeanan, Kepala Kantor Pabean 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat 

melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu atas Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor. 

(2) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dapat dilakukan berdasarkan: 

a. adanya informasi dan indikasi pelanggaran basil 

penelitian Pejabat Bea dan Cukai; dan/ atau 

b. surat dari unit atau instansi lain untuk dilakukan 

pemeriksaan sewaktu-waktu. 

(3) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dan pemenuhan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk dapat melibatkan unit atau instansi lain. 

Bagian Ketujuh 

Penyelesaian Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan 

Diekspor Kembali 

Pasal 11 

(1) Impor Sementara Kendaraan Bermotor diselesaikan 

dengan diekspor kembali melalui Pos Pengawas Lintas 

Batas. 

(2) Untuk m engekspor kembali Kendaraan Bermotor 

sebagaima na dimaksud pada ayat (1) , importir wajib 

m enyampaikan pemberitahuan pabean ekspor atas 

Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean a tau 
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Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Pengawas 

Lintas Batas tempat pengeluaran. 

(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dirriaksud pada ayat 

( 1) diberitahukan dengan Vehicle Declaration yang sama 

yang digunakan pada saat pengeluaran Kendaraan 

Bermotor menggunakan mekanisme Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor. 

(4) Vehicle Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu izin 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor. 

(5) Penyampaian Vehicle Declaration sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diajukan secara elektronik ke dalam SKP 

melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

(6) Terhadap Impor Sementara Kendaraan Bermotor yang 

diselesaikan dengan diekspor kembali dilakukan 

pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen 

dan pemeriksaan fisik. 

(7) Ekspor kembali atas Kendaran Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. Pos Pengawas Lintas Batas yang berada di dalam 

provinsi yang sama dengan Pos Pengawas Lintas Batas 

tempat pemasukan; atau 

b. Pos Pengawas Lintas Batas yang berada di da lam 

Pulau Timor yang sama dengan Pos Pengawasan 

Lintas Batas tempat pemasukan, dalam hal 

Kendaraan Bermotor terdaftar di Republik Demokratik 

Tim or Leste. 

Pasal 12 

(1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk di Pos Pengawas Lintas Batas melakukan 

penelitian dokumen atas Vehicle Declaration sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11. 

(2) Penelitia n dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan m elalui wawancara dengan importir 

dan/ atau meminta importir m emperli;hatkan dokumen 

pendukung. 
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Dalam bal basil penelitian dokumen atas 

Declaration sebagaimana dimaksud pada 

Vehicle 

ayat (1) 

memenubi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, 

terbadap Kendaraan Bermotor dilakukan pemeriksaan 

fisik. 

(4) Dalam bal basil penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) tidak memenubi persyaratan 

atau tidak menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

penelitian dokumen meneruskan kepada Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan untuk 

ditindaklanju ti. 

(5) Dalam bal basil penelitian Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) menunjukkan: 

a. tidak terdapat pelanggaran pidana, importir 

melakukan perbaikan Vehicle Declaration; atau 

b. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

Pasal 13 

(1) Terbadap Vehicle Declaration yang memenubi persyaratan 

dan menunjukkan kesesuaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melakukan pemeriksaan fisik Kendaraan 

Bermotor. 

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan dengan tujuan untuk mema~tikan kesesuaian 

fisik Kendaraan Bermotor dengan data dan informasi 

yang tercantum dalam Vehicle Declaration. 
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(3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dapat dilakukan melalui wawancara · dengan importir 

dan/ atau meminta importir menunjukkan dokumen 

pendukung Kendaraan Bermotor. 

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kesesuaian, 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk di Pos Pengawas Lintas Batas tempat 

pemasukan memberi persetujuan ekspor kem bali 

Kendaraan Bermotor dengan: 

a. mencatat tanggal persetujuan ekspor kembali sebagai 

penyelesaian Impor Sementara Kendaraan Bermotor; 

dan 

b . menandatangani dan mengesahkan Vehicle 

Declaration, 

dengan menggunakan SKP. 

(5) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Pengawas 

Lintas Batas mengambil tanda khusus pada Kendaraan 

Bermotor yang telah diberikan pada . saat persetujuan 

Impor Sementara. 

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menunjukkan ketidaksesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan 

fisik menyampaikan Vehicle Declaration dan informasi 

hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti. 

(7) Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) menunjukkan: 

a. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat · dikeluarkan dari 

dalam daerah pabean dengan ekspor kembali; atau 

b . terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 
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(8) Tata laksana penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan diekspor kembali dilaksanakan sesuai 

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur J enderal ini. 

Bagian Kedelapan 

Terlambat Ekspor Kembali 

Pasal 14 

(1) Kendaraan Bermotor yang diimpor sementara terlambat 

diekspor kembali dalam hal importir tidak 

menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor dengan 

Vehicle Declaration sampai jangka waktu Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor berakhir. 

(2) Importir yang terlambat mengekspor kembali barang 

Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 

100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya 

dibayar. 

(3) Terhadap keterlambatan mengekspor kembali Kendaraan 

Bermotor Impor Sementara, Kepala Kantor Pabean atau 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk · di Pos Pengawas 

Lintas Batas tempat pemasukan menetapkan sanksi 

administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) atas keterlambatan mengekspor kembali. 

(4) Ekspor kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah importir 

membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 

100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya 

dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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Bagian Kesem bilan 

Penyelesaian Selain Diekspor Kem bali 

Pasal 15 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Pengawas 

Lintas Batas dapat diselesaikan selain ·ctengan diekspor 

kembali dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dalam hal: 

a. Kendaraan Bermotor hilang; 

b . Kendaraan Bermotor mengalami kerusakan parah; atau 

c. Kendaraan Bermotor hilang atau mengalami kerusakan 

parah karena keadaan memaksa (force majeure). 

Pasal 16 

(1) Importir menyampaikan permohonan kepada Kepala 

Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

di Pos Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan untuk 

mendapatkan persetujuan penyelesaian selain dengan 

diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf a dan huruf b. 

(2) Permohonan penyelesaian selain dengan diekspor 

kembali terhadap Kendaraan Bermotor yang hilang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. huruf a dilampiri 

dengan dokumen berupa: 

a. persetujuan dari pemilik Kendaraan Bermotor; dan 

b. bukti kehilangan dari instansi yang berwenang. 

(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 huruf a dikecualikan dari kewajiban memenuhi 

ketentuan p embatasan impor. 

(4) Permohonan penyelesaian selain dengan diekspor 

kembali sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 15 huruf b 

dilampiri dengan dokumen berupa: 

a. persetujuan dari pemilik Kendaraan Bermotor; dan 
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b. surat keterangan mengenai telah terpenuhinya 

perizinan barang yang dibatasi untuk diimpor dari 

instansi teknis yang berwenang, dalam hal barang 

impor sementara dikenai ketentuan pembatasan 

impor. 

Pasal 17 

{l) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {1) dan 

dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (2) atau ayat (4). 

(2) Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan 

memberikan persetujuan atau penolakan atas 

permohonan penyelesaian selain dengan diekspor 

kembali atas Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

melalui Pos Pengawas Lintas Batas paling lama 5 (lima) 

hari sejak permohonan dan lampiran diterima dengan 

lengkap. 

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) menunjukkan adanya: 

a. kesesuaian, Kepala Kantor Pabean memberikan 

persetujuan penyelesaian selain diekspor kem bali 

dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan 

mengenai persetujuan penyelesaian kewajiban 

pabean dengan tidak diekspor kembali atas Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor; atau 

b. ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean memberikan 

surat penolakan disertai dengan alasan . 

(4) Terhadap Impor Sementara Kendaraan Bermotor yang 

telah diberikan persetujuan penyelesaian selain diekspor 

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a , 

importir wajib membayar: 

a. bea masuk dan/ a tau pajak dalam ra ngka 1mpor 

yang teru tang; da n 
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b. sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% 

(seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya 

dibayar. 

(5) Tata laksana penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor selain dengan diekspor kembali karena hilang 

dan mengalami kerusakan parah dilaksanakan sesuai 

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur J enderal ini. 

Pasal 18 

(1) Untuk mendapatkan persetujuan penyelesaian selain 

dengan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 huruf c, importir menyampaikan permohonan 

kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilampiri dengan dokumen berupa: 

a. persetujuan dari pemilik Kendaraan Bermotor; 

b . surat keterangan dari instansi yang berwenang yang 

menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor hilang atau 

mengalami kerusakan parah karena keadaan 

memaksa (force majeury; dan 

c. surat keterangan mengenai telah terpenuhinya 

perizinan barang yang dibatasi untuk diimpor dari 

instansi teknis yang berwenang, untuk barang impor 

sementara berupa Kendaraan Bermotor yang dikenai 

ketentuan pembatasan impor dan mengalami 

kerusakan parah karena keadaan memaksa (force 

majeur. 

(3) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b didukung dengan 

pernyataan tertulis dari instansi yang berwen ang yaitu: 

a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk 

bencana alam; 
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b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk 

keadaan huru-hara, kebakaran, dan kecelakaan 

darat; 

c. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk 

keadaan kecelakaan laut dan udara; atau 

d . Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional 

Indonesia, untuk keadaan perang. 

Pasal 19 

(1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan 

dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (2). 

(2) Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan 

memberikan persetujuan atau penolakan atas 

permohonan penyelesaian selain dengan diekspor 

kembali atas Impor Sementara Kenqaraan Bermotor 

melalui Pos Pengawas Lintas Batas paling lama 5 (lima) 

hari sejak permohonan dan lampiran diterima dengan 

lengkap. 

(3) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan adanya: 

a. kesesuaian, Kepala Kantor Pabean memberikan 

persetujuan penyelesaian selain dengan diekspor 

kembali dengan menerbitkan Keputusan Menteri 

Keuangan mengenai persetujuan penyelesaian 

kewajiban pabean selain dengan diekspor kembali 

atas Impor Sementara Kendaraan Bermotor karena 

keadaan memaksa (force majeur}; a tau 

b. ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean memberikan 

surat penolakan disertai dengan alasan. 

(4) Terhadap Imper Sementara Kendaraan Bermotor yang 

telah diberikan persetujuan penyelesaian selain dengan 

diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a, importir dapat dibebaskan dari kewajiban 

membayar bea m asuk dan/a tau pajak dala m rangka 

imper dan sanksi administrasi berupa denda. 
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(5) Tata laksana penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor selain dengan diekspor kembali untuk 

Kendaraan Bermotor yang hilang atau mengalami 

kerusakan parah karena keadaan memaksa (force 

majeure) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 

Jenderal ini. 

Bagian Kesepuluh 

Penyeberangan Pabean (Transit) 

Pasal 20 

( 1) Pemasukan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di 

Republik Demokratik Timor Leste melalui Pos Pengawas 

Lintas Batas yang dimaksudkan untuk dikeluarkan 

kembali melalui Pos Pengawas Lintas Batas lain menuju 

bagian lain Republik Demokratik Timar Leste, dapat 

menggunakan penyeberangan pabean (transit). 

(2) Pos Pengawas Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) h arus berada dalam provinsi yang sa ma. 

(3) Penyeberangan pabean (transit) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) , diberitahukan dengan Vehicle Declaration 

dan terhadap Kendaraan Bermotor dilakukan 

pemeriksaan pabean. 

(4) Vehicle Declaration digunakan se,bagai dokumen 

pelindung selama penyeberangan pabean (transit). 

(5) Penyeberangan pabean (transit) sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) , dapat dilakukan paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal persetujuan berdasarkan 

pertimbangan Kepala Kantor Pabean a.tau Pejabat Bea 

dan Cukai yang ditunjuk. 
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Bagian Kesebelas 

Penggantian Vehicle Declaration 

Pasal 21 

(1) Vehicle Declaration yang rusak atau hilang dapat diganti 

dengan Vehicle Declaration pengganti dengan masa 

berlaku sama dengan Vehicle Declaration yang 

digantikan. 

(2) Untuk mendapatkan penggantian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), importir mengajukan permohonan kepada 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk yang memberi persetujuan Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat informasi mengenai: 

a. identitas importir; 

b. identitas Kendaraan Bermotor; dan 

c. Kantor Pabean tempat pemasukan. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan dokumen berupa: 

a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, untuk Vehicle Declaration yang 

hilang; atau 

b. Vehicle Declaration yang akan digantikan, untuk 

Vehicle Declaration yang rusak. 

Pasal 22 

( 1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan: 

a. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan 

ayat (4) ; dan 

b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor. 

(2) Penelitian terhadap pemenuhan persyaratan dan 

pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir 
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dan/ a tau meminta importir memperlihatkan dokumen 

pendukung. 

(3) Dalam hal hasil penelitian terhadap pemenuhan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

menunjukkan permohonan tidak lengkap, permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 

dikembalikan untuk dapat dilengkapi. 

(4) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk memberikan persetujuan ata~ penolakan atas 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

(2) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

permohonan diterima dengan lengkap. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (2): 

a. disetujui, salinan Vehicle Declaration yang berfungsi 

sebagai pengganti dilegalisasi oleh Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

dan diserahkan kepada importir; atau 

b. tidak disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat 

penolakan disertai alasannya dan atas Kendaraan 

Bermotor diselesaikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

BAB III 

EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI 

POS PENGAWAS LINTAS BATAS 

Bagia n Kesatu 

Pendaftaran atas Vehicle Declaration 

Pasal 23 

( 1) Eksportir dapat mengeluarkan Kendaraan Bermotor dari 

dalam daerah pabean melalui Pos Pengawas Lintas Ba tas 

untuk digunakan di negara asing · dengan Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor, dengan ketentuan: 
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a . Kendaraan Bermotor terdaftar atau teregistrasi di 

Indonesia; dan 

b. Kendaraan Bermotor diekspor oleh warga negara 

Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kawasan 

Perbatasan atau provinsi yang di dalamnya terdapat 

Pos Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran 

Kendaraan Bermotor. 

(2) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. Malaysia dan Brunei Darussalam, dalam hal Kawasan 

Perbatasan berada di provinsi Kalimantan Barat dan 

Kaliman tan U tar a; 

b . Republik Demokratik Timor Leste, dalam hal Kawasan 

Perbatasan berada di provinsi Nusa Tenggara Timur; 

atau 

c. Papua Nugini, dalam hal Kawasan Perbatasan berada 

di provinsi Papua. 

Pasal 24 

(1) Untuk dapat mengeluarkan Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), eksportir 

wajib menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor atas 

Kendaraan Bermotor dengan Vehicle Declaration kepada 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk di Pos Pengawas Lintas Batas tempat 

pengeluaran. 

(2) Penyampaian Vehicle Declaration sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) diajukan secara elektronik ke dalam SKP 

melalui portal Direktorat J enderal Bea dan Cukai. 

(3) Pemberitahuan Vehicle Declaration sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit m_emuat: 

a. nama Pos Pengawas Lintas Batas; 

b. nama pemilik Kendaraan Bermotor; 

c. a lamat pemilik Kendaraan Bermotor; 

d. nomor passport atau identitas lain pemilik Kendaraan 

Bermotor; 

e . nama pengemudi Kendaraan Bermotor; 

f. alamat pengemudi Kendaraan Bermotor; 



- 26 -

g. nomor paspor atau identitas lain pengemudi 

Kendaraan Bermotor; 

h. nomor lisensi mengemudi; 

i. nomor registrasi Kendaraan Bermotor; 

J. tanda nomor Kendaraan Bermotor; 

k. negara pendaftaran Kendaraan Bermotor; 

1. merk dan jenis Kendaraan Bermotor; 

m. nomor rangka Kendaraan Bermotor; 

n. nomor mesin Kendaraan Bermotor; 

o. tahun pembuatan Kendaraan Bermotor; 

p . warna Kendaraan Bermotor; 

q. alamat di luar negeri; dan 

r. mengisi lampiran pernyataan eksportir. 

(4) Dalam hal eksportir adalah kuasa dari pemilik 

Kendaraan Bermotor, Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk dapat meminta dokumen pendukung mengenai 

penyerahan kuasa penggunaan Kendaraan Bermotor dari 

pemilik Kendaraan Bermotor ke eksportir. 

(5) Bukti penyerahan kuasa penggunaan Kendaraan 

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

berupa surat kuasa, kontrak kerja, ata~ dokumen sejenis 

itu. 

Bagian Kedua 

Penelitian Dokumen 

Pasal 25 

(1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk di Pos Pengawas Lintas Batas tempat 

pengeluaran melakukan penelitian dokumen atas Vehicle 

Declaration sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 

(2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan untuk memastikan bahwa Kendaraan 

Bermotor memenuhi ketentuan: 

a. terdaftar atau teregistrasi di Indonesia; 
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b . diekspor dan dikendarai oleh oleh warga negara 

Indonesia yang tercatat sebagai penduduk kawasan 

perbatasan atau provinsi yang di dalamnya terdapat 

Pos Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran 

Kendaraan Bermotor; dan 

c. persetujuan dari instansi terkait, dalam hal diperlukan 

persetujuan dari instansi terkait yang memiliki 

kewenangan di bidang pengawasan lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui wawancara dengan eksportir dan / a tau 

meminta eksportir memperlihatkan dokumen 

pendukung. 

(4) Dalam hal hasil penelitian dokumen atas Vehicle 

Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, 

terhadap Kendaraan Bermotor dilakukan pemeriksaan 

fisik. 

(5) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan 

atau tidak menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani penelitian dokumen meneruskan 

kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan untuk 

ditindaklanjuti. 

(6) Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan se bagaimana dimaksud pad a 

ayat (5) menunjukkan: 

a. tidak terdapat pelanggaran pidana, eksportir 

melakukan perbaikan Vehicle Declaration; atau 

b. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 
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Bagian Ketiga 

Pemeriksaan Fisik 

Pasal 26 

(1) Terhadap Vehicle Declaration yang memenuhi persyaratan 

dan menunjukkan kesesuaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melakukan pemeriksaan fisik Kendaraan 

Bermotor. 

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan dengan tujuan untuk menguji kesesuaian fisik 

Kendaraan Bermotor dengan data dan informasi yang 

tercantum dalam Vehicle Declaration. 

(3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan eksportir 

dan/ atau meminta eksportir menunjukkan dokumen 

pendukung Kendaraan Bermotor. 

Pasal 27 

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 menunjukkan kesesuaian, 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk di Pos Pengawas Lintas Batas tempat 

pemasukan memberi persetujuan Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor dengan: 

a. mencatat tanggal persetujuan pengeluaran Kendaraan 

Bermotor sebagai barang ekspor sementara; dan 

b. menandatangani dan mengesahkan Vehicle 

Declaration, 

dengan menggunakan SKP. 

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 menunjukka n 

ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

pemeriksaan fisik menyampaikan Vehicle Declaration dan 

informasi hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan untuk 

ditindaklanjuti. 
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(3) Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menunjukkan: 

a. tidak terdapat pelanggaran pidana, Kendaraan 

Bermotor tidak dapat dikeluarkan dari dalam daerah 

pabean dengan Ekspor Sementara Kendaraan 

Bermotor; atau 

b. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

(4) Tata laksana pemberian persetujuan Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Bagian Keempat 

Multitrip 

Pasal 28 

( 1) Dalam hal telah mendapat persetujuan Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor, eksportir dapat 

melakukan kegiatan ekspor dan impor kembali atas 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration lebih dari satu kali (multitrip) . 

(2) Eksportir dapat melakukan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) setelah mendapat persetujuan 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk pada setiap kali Kendaraan tersebut diekspor 

atau dimpor kembali. 

(3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk m emberikan persetujuan terhadap kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 



- 30 -

(4) Tata laksana pemberian persetujuan kegiatan ekspor dan 

impor kembali atas Kendaraan Bermotor yang tercantum 

dalam Vehicle Declaration lebih dari satu kali (multitrip) 

dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Kelima 

Penyelesaian Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor dengan 

Diimpor Kembali 

(1) Ekspor Sementara 

Pasal29 

Kendaraan 

diselesaikan dengan diimpor kembali. 

Bermotor dapat 

(2) Untuk mengimpor kembali Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)., eksportir wajib 

menyampaikan pemberitahuan pabean impor berupa 

Vehicle Declaration yang disampaikan pada saat Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor. 

(3) Vehicle Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (2J 

disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Pengawas Lintas 

Batas tempat pengeluaran. 

(4) Penyampaian Vehicle Declaration sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diajukan secara elektronik ke dalam SKP 

melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

(5) Kendaraan Bermotor yang diekspor Sementara dapat 

diimpor kembali melalui: 

a. Pos Pengawas Lintas Batas yang berada dalam 

provinsi yang sama dengan Pos Pengawas Lintas 

Batas tempat pengeluaran; atau 

b. Pos Pengawas Lintas Batas yang berada di dalam 

Pulau Timor yang sama dengan Pos Pengawasan 

Lintas Batas tempat pengeluaran, dalam hal 

Kendaraan Bermotor terdaftar di Republik 

Demokratik Timor Leste. 
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Pasal 30 

(1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk di Pos Pengawas Lintas Batas tempat 

pengeluaran melakukan penelitian dokumen atas Vehicle 

Declaration sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. 

(2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) 

dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan 

bermotor memenuhi ketentuan: 

a. terdaftar atau teregistrasi di Indonesia; 

b. diekspor dan dikendarai oleh oleh warga negara 

Indonesia yang tercatat sebagai penduduk kawasan 

perbatasan atau provinsi yang di dalamnya terdapat 

Pos Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran 

Kendaraan Bermotor; dan 

c. persetujuan d ari instansi terkait, dalam hal 

diperlukan persetujuan dari instansi terkait yang 

memiliki kewenangan di bidang pengawasan lalu 

lintas dan angkutan jalan. 

(3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan eksportir 

dan/ atau meminta eksportir memperlihatkan dokumen 

pendukung. 

(4) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) memenuhi persyaratan dan 

menunjukkan kesesuaian, terhadap Kendaraan Bermotor 

dilakukan pemeriksaan fisik. 

(5) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan 

atau tidak menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

penelitian dokumen meneruskan kepada Pejaba t Bea da n 

Cukai yang menangani pengawasan untuk 

ditindaklanjuti. 
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(6) Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) menunjukkan: 

a. tidak terdapat pelanggaran pidana, importir 

melakukan perbaikan pemberitahuan pabean Vehicle 

Declaration; atau 

b. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidar1g 

kepabeanan. 

Pasal 31 

(1) Terhadap Vehicle Declaration yang memenuhi persyaratan 

dan menunjukkan kesesuaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melakukan pemeriksaan fisik Kendaraan 

Bermotor. 

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka (1) 

dilakukan dengan tujuan untuk: 

a. menguji kesesuaian fisik Kendaraan. Bermotor dengan 

data dan informasi yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

b . memastikan Kendaraan Bermotor sebagaima na 

dimaksud pada ayat ( 1), harus memiliki jumlah 

minimal bahan bakar saat impor keinbali sebanyak % 

(tiga per empat) ka pasitas tangki normal bahan bakar. 

(3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan eksportir 

dan/ atau meminta eksportir menunjukkan dokumen 

pendukung Kendaraan Bermotor. 

(4) Dalam hal h a sil pemeriksaan fisik sebagaimana 

dima ksud pa da ayat ( 1) menunjukka n kesesuaia n, 

Kepala Kantor Pabean a tau Peja bat Bea dan Cukai yan g 

ditunjuk di Pos Penga was Lintas Ba ta s tempat 

pemasuka n m emberi persetujuan 1mpor kembali 

Kendaraan Bermotor dengan: 
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a. mencatat tanggal persetujuan impor kembali sebagai 

penyelesaian Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor; 

dan 

b . menandatangani 

Declaration, 

dan 

dengan menggunakan SKP. 

mengesabkan Vehicle 

(5) Dalam bal basil pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menunjukkan ketidaksesuaian , 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan 

fisik menyampaikan Vehicle Declaration dan informasi 

basil pemeriksaan fisik kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan agar ditindaklanjuti. 

(6) Dalam bal basil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) menunjukkan: 

a. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat dimasukkan ke 

dalam daerab pabea n dengan impor kembali 

Kendaraan Bermotor; atau 

b. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepa beanan. 

(7) Tata laksana penyelesaian Ekspor Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan diimpor kembali adalab sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran buruf J yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 

J enderal ini. 
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BAB IV 

PENGAWASAN ATAS IMPOR SEMENTARA KENDARAAN 

BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS 

Pasal 32 

(1) Kendaraan Bermotor yang belum diekspor kembali 

setelah berakhir jangka waktu Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor menjadi obyek penegahan sampai 

dengan diekspor kembali. 

(2) Kendaraan Bermotor yang digunakan tidak sesua1 

dengan: 

a. wilayah penggunaan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor; dan 

b . tujuan penggunaan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor, 

menjadi obyek penegahan sampai ·dengan diekspor 

kembali tanpa menunggu berakhirnya masa berlaku 

Vehicle Declaration. 

Pasal 33 

(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan 

dalam Undang-Undang Kepabeanan, Pejabat Bea dan 

Cukai dapat meminta bantuan instansi terkait yang 

memiliki kewenangan di bidang pengawasan lalu lintas 

dan angkutan jalan serta keimigrasian. 

(2) Permintaan bantuan Pejabat Bea dan Cukai kepada 

instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang 

pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) , dapat dilakukan dengan: 

a. memberikan informasi terkait dengan importir dan 

Kendaraan Bermotor yang masih memiliki Vehicle 

Declaration yang belum diselesaikan; dan 

b. m eminta bantuan untuk menyampaikan informasi 

kepada: 

1) importir sebagaimana dimaksud pada huruf a 

terkait Vehicle Declaration yang belum 
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diselesaikan dan meminta importir untuk 

menghubungi pejabat bea dan cukai; dan 

2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai 

pada Kantor Pabean terdekat terkait dengan 

informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); 

dalam hal terhadap importir dan/ atau Kendaraan 

Bermotor sebagaimana dimaksud· pada huruf a 

dilakukan tindakan pengawasan oleh instansi terkait 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 

(3) Permintaan bantuan Pejabat Bea dan Cukai kepada 

instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang 

keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat 

dilakukan dengan: 

a. memberikan informasi terkait dengan importir yang 

masih memiliki Vehicle Declaration yang belum 

diselesaikan; dan 

b. meminta bantuan untuk menyampaikan informasi 

kepada: 

1) importir sebagaimana dimaksud pada huruf a 

terkait Vehicle Declaration yang belum 

diselesaikan dan meminta importir untuk 

menghubungi pejabat bea dan cukai; dan 

2) Pejabat Bea dan Cukai di Pos . Pengawas Lintas 

Batas terkait dengan informasi sebaga imana 

dimaksud pada angka 1; 

dalam hal dalam hal terdapat importir sebagaimana 

dimaksud pada huruf a melakukan perlintasan batas 

dalam pengawasan keimigrasian. 

BABV 

SANKS! 

Pasal 34 

(1) Importir yang terlambat men gekspor kembali Kendaraan 

Bermotor dikenai sanksi administrasi berupa denda 

sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. 
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(2) lmportir yang menggunakan Kendaraan Bermotor tidak 

sesuai dengan tujuan wilayah penggunaan Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat {2): 

a . harus mengeksper kembali Kendaraan Bermeter 

tanpa menunggu berakhirnya masa berlaku dalam 

Vehicle Declaration; dan 

b. tidak dilayani atas kegiatan kepabeanan serta Imper 

Sementara Kendaraan Bermoter selama 6 (enam) 

bulan terhitung sejak tanggal dieksper kembali. 

(3) Importir yang kedapatan tidak menyampaikan Vehicle 

Declaration saat diekspor kembali, tidak dilayani atas 

kegiatan kepabeanan serta Impor Sementara Kendaraan 

Bermoter selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 

berakhirnya masa berlaku Imper Sementara Kendaraan 

Bermotor. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Bagian Kesatu 

Ketentuan Lain 

Pasal 35 

Kendaraan Bermetor yang: 

a. diimper dan dieksper kembali lebih dari satu kali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; 

b . diselesaikan dengan dieksper kembali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ; 

c. dieksper dan diimpor kembali lebih dari satu kali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; a tau 

d . diselesaikan d engan diimpor kembali seba gaima na 

dimaksud dalam Pasa l 29; 

da pa t dila kukan m ela lui Pos Pengawas Lintas Bata s yang 

berbeda d ala m satu provinsi yang sama. 
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Pasal 36 

Terhadap Kendaraan Bermotor yang tidak disampaikan 

Vehicle Declaration saat diekspor kembali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas dapat 

diselesaikan dengan bukti-bukti pendukung yang 

menunjukkan Kendaraan Bermotor telah diekspor kembali. 

Pasal 37 

Pada saat diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 52/PMK.04/2019, Impor Semeritara Kendaraan 

Bermotor dan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor dapat 

dilakukan melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang berada 

dibawah pengawasan: 

a. KPPBC TMP B Atambua, yaitu Pos Pengawas Lintas Batas 

Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan; 

b. KPPBC TMP C Entikong, yaitu Pos Pengawas Linta s Batas 

Entikong; 

c. KPPBC TMP C Nanga Badau, yaitu Pos Pengawas Lintas 

Batas Nanga Badau; dan 

d. KPPBC TMP C Sintete, yaitu Pos Pengawas Lintas Batas 

Aruk. 

Bagian Kedua 

Penatausahaan dan Pelaporan 

Pasal 38 

( 1) Dalam rangka pengamanan hak keuangan negara dan 

ketertiban administrasi, Kepala Kantor Pabean atau 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani izin Impor 

Sementara menatausahakan dokumen Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor dan Ekspor Sementara Kendaraan 

Bermotor. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui SKP. 
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Pasal 39 

Pemantauan dalam rangka pengawasan atas penerbitan surat 

keputusan mengenai izin Impor Sementara dapat dilakukan 

melalui SKP. 

Bagian Ketiga 

Sistem Komputer Pelayanan 

Pasal 40 

Dalam hal diperlukan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta hardcopy 

dokumen pelengkap yang telah dilampirkan dalam SKP 

terhadap penelitian dokumen atas: 

a. penyampaian Vehicle Declaration untuk 1zm Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3; 

b. permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7; 

c. penyampaian Vehicle Declaration untuk ekspor kembali 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11; 

d. penyampaian Vehicle Declaration untuk Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimal{Sud dalam Pasal 

24; 

e. penyampaian Vehicle Declaration untuk impor kembali 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29. 
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Pasal 41 

Dalam hal SKP: 

a. belum diterapkan, atau 

b. telah diterapkan dan mengalami gangguan dengan tidak 

dapat beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 4 

(empat) jam, 

pelayanan dan pengawasan atas Impor Sementara dan Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor dapat disampaikan secara 

manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, 

melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui 

surat elektronik. 

Pasal 42 

Pemberlakuan SKP dalam rangka penyempurnaan proses 

bisnis pelayanan dan pengawasan atas Impor Sementara dan 

Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor, ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

u.b. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal O 1 Maret 2021 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-05/BC/2021 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA DAN 
EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR 
MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS 

A. CONTOH FORMAT TANDA KHUSUS PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG 

TELAH DIBERIKAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA 



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

yang mengawasi tempat pemasukan Kendaraan Bermotor 

Diisi nama Pos Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan 

Kendaraan Bermotor 

Diisi nomor dan tanggal dari Vehicle Declaration yang telah 

ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai 

Diisi nomor tanda nomor Kendaraan Bermotor . 

Diisi alamat pemilik Kendaraan Bermotor 

Diisijenis dan merk Kendaraan Bermotor (Misalnya: SUV-Suzuki, 

MPV-Toyota, Sedan-Honda) 

Diisi tanggal pemasukan Kendaraan Bermotor 
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B. TATA LAKSANA IMPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI 

POS PENGAWAS LINTAS BATAS 

I. Menggunakan SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

1. Importir mengakses SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui website 

http:/ I www. bea.cukai. go. id. 

2. Importir mengajukan Impor Sementara. Kendaraa.n Bermotor denga.n 

memasukka.n data yang meliputi: 

a. nama pemilik kendaraa.n bermotor; 

b. alamat pemilik kendaraa.n bermotor; 

c. jenis dan nomor kartu identitas pemilik kendaraan bermotor; 

d. nama pengemudi; 

e. jenis dan nomor kartu identitas yang digunakan oleh importir; 

f. nomor lisensi mengemudi; 

g. nomor registrasi kendaraa.n bermotor; 

h. nomor tanda nomor kendaraa.n bermotor; 

i. nama negara tempat didaftarkannya kendaraa~ bermotor; 

j . jenis dan merk kendaraa.n bermotor; 

k. nomor rangka/ chassis kendaraa.n bermotor; 

1. nomor mesin kendaraa.n bermotor; 

m. tahun pembuata.n dan kapasitas mesin kendaraan bermotor; 

n. warna kendaraa.n bermotor; 

o. a lamat tujuan di Indonesia; 

p. tempat diberitahukannya Vehicle Declaration; dan 

q. ta.nggal diberitahukannya Vehicle Declaration. 

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dila mpiri dengan 

dokumen pendukung berupa: 

a. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemilik Kendaraan 

Bermotor, seperti paspor atau dokumen sejenis lainnya; 

b. dokumen yang menjelaska.n tentang identitas 

importir/pengemudi Kendaraa.n Bermotor, seperti NPWP, surat 

izin u saha, API, paspor, atau dokumen sejenis lainnya; 

c. dokumen registrasi Kendaraan Bermotor da n tanda nomor 

Kendaraan Bermotor; 

d. dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor benar­

b en a r akan diekspor kembali dalamja.ngka waktu tertentu, antara 
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lain dapat berupa kontrak kerja atau peIJanJian sewa (leasing 

agreement), surat pernyataan, atau dokumen sejenis lainnya; dan 

e. surat kuasa dalam hal Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

tidak dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor. 

4. Terhadap permohonan impor sementara yang diajU:kan Importir, SKP 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor meneruskan data kepada SKP 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor Pabean tempat 

pemasukan Kendaraan Bermotor. 

5 . Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean melakukan 

penelitian terhadap pemenuhan: 

5 .1. persyaratan Impor Sementara Kendaraan Bermotor; 

a. Kendaraan Bermotor terdaftar atau teregistrasi di negara 

asing; 

b . Kendaraan Bermotor dimiliki atas nama warga negara 

as1ng; 

c . Kendaraan Bermotor diimpor dan dikendara i oleh pemilik 

Kendaraan Bermotor atau kuasanya; 

d. Kendaraan Bermotor mendapatkan persetujuan ekspor 

atau sejenisnya dari otoritas yang berwen a ng di negara 

asing; dan 

e. importir dan/ atau Kendaraan Bermotor tidak memiliki 

Vehicle Declaration yang belum diselesaikan, dan 

5.2. lampiran berupa dokumen pendukung. 

6. Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilita s 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 5. 

6.1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

5 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menangani 

fasilitas pabean meneruska n kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermptor. 

6.2. Da lam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

5 t idak m em enuhi persyaratan atau tidak m enunjukkan 

kesesu a ian : 

6.2. 1. Pej aba t Bea dan Cukai yan g menangani fasilita s pabean 

m eneruskan k ep ad a Pej aba t Bea dan Cukai yan g 

m enangani pengawa san untuk ditindaklanjuti; 
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6.2.2. dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 6.2.1. menunjukkan: 

6.2.2.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, importir 

melakukan perbaikan pemberitahuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 

6.2.2.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

7. Pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

7 .1. Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 6. 1. dilakukan dengan tujuan: 

7 .1.1. memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor 

dengan data dan informasi yang tercantum dalam 

Vehicle Declaration; 

7 .1.2. memastikan Kendaraan Bermotor memiliki jumlah 

minimal bahan bakar saat impor sebanyak % (tiga per 

empat) kapasitas tangki normal bahan bakar; dan 

7 .1.3. memperoleh data Kendaraan Bermotpr secara lengkap 

guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai 

pabean. 

7. 2. Pemeriksaan fisik se bagaimana dimaksud pada angka 7. 1. 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/atau 

meminta importir menunjukkan dokumen pendukung 

Kendaraan Bermotor. 

7.3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

menuangkan hasil pemeriksaan fisik ke dalam SKP. 

7.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean melalui SKP untuk mendapat 

keputusan lebih lanjut. 
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7.5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan 

ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

pemeriksaan fisik meneruskan Vehicle Declaration kepada 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

7.6. Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 

7 .5. menunjukkan: 

7 .6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat dimasukkan ke dalam 

daerah pabean dengan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor; atau 

7.6.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

8. Persetujuan Impor Sementara Kendaraan Bermotor. 

8.1. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberi 

persetujuan Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui 

SKP dengan: 

8 .1.1. mencatat tanggal persetujuan pengeluaran Kendaraan 

Bermotor sebagai barang impor sementara; 

8.1.2. memberikanjangka waktu Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

persetujuan; dan 

8.1.3. menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 
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8.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberikan: 

8.2.1. hasil cetak Vehicle Declaration kepada importir; dan 

8.2.2. mencatat tanda khusus pada Kendaraan Bermotor yang 

telah diberikan persetujuan Impor Sementara, 

yang merupakan tanda atau dokumen pelindung kepabeanan 

atas Kendaraan Bermotor selama berada di provinsi yang di 

dalamnya terdapat Pos Pengawas Lintas Batas. 

9. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean mengunggah 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disahkan ke dalam 

SKP dan SKP menyampaikan unggahan tersebut kepada: 

9.1. SKP lmpor Sementara Kendaraan Bermoto~ Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi provinsi 

PPLB tempat pemasukan. 

9.2. SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada dalam 

satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

9.3. importir melalui SKP Impor Sementara importir. 
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II. Menggunakan Tulisan di atas Formulir, melalui Media Penyimpanan 

Data Elektronik, atau melalui Surat Elektronik. 

1. Importir mengajukan izin lmpor Sementara Kendaraan Bermotor. 

1.1. Importir mengajukan formulir Vehicle Declaration Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean 

tempat pemasukan Kendaraan Bermotor secara tertulis. 

1.2. Dalam hal penyampa1an dilakukan melalui media 

penyimpanan data elektronik, softcopy atas · permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1. 1. 

disimpan dalam media penyimpanan data elektronik. 

1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, 

softcopy atas permohonan dan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat 

elektronik resmi Kantor Pabean tempat pemasukan barang. 

2. Importir mengajukan Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memasukkan data 

yang meliputi: 

a. nama pemilik kendaraan bermotor; 

b. alamat pemilik kendaraan bermotor; 

c. jenis dan nomor kartu identitas pemilik kendaraan bermotor; 

d. nama pengemudi; 

e. jenis dan nomor kartu identitas yang digunakan oleh importir; 

f. nomor lisensi mengemudi; 

g. nomor registrasi kendaraan bermotor; 

h. nomor tanda nomor kendaraan bermotor; 

1. nama negara tempat didaftarkannya kendaraan bermotor; 

J. jenis dan merk kendaraan bermotor; 

k. nomor rangka/ chassis kendaraan bermotor; 

1. nomor mesin kendaraan bermotor; 

m. tahun pembua tan dan kapasitas mesin kendaraan bermotor; 

n . warna kendaraan bermotor; 

o. alamat tujuan di Indonesia; 

p. tempat diberitahukannya Vehicle Declaration; dan 

q. tanggal diberitahukannya Vehicle Declaration. 
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3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan 

dokumen pendukung berupa: 

a. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemilik Kendaraan 

Bermotor, seperti paspor atau dokumen sejenis lainnya; 

b. dokumen yang menjelaskan tentang identitas 

importir /pengemudi Kendaraan Bermotor, seperti NPWP, surat 

izin usaha, API, paspor, atau dokumen sejenis lainnya; 

c. dokumen registrasi Kendaraan Bermotor dan tanda nomor 

Kendaraan Bermotor; 

d. dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor benar­

benar akan diekspor kembali dalamjangka waktu tertentu, antara 

lain dapat berupa kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing 

agreement), surat pernyataan, atau dokumen sejenis lainnya; dan 

e. surat kuasa dalam hal Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

tidak dilakukan oleh pemilik Kendaraan Bermotor; dan 

4. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen m ene:rima permohona n 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor yang diajukan Importir 

m enggunakan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan 

data elektronik, atau melalui surat elektronik. 

5 . Dalam hal berkas surat permohonan izin Impor Sementara tidak 

lengkap: 

5 .1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan 

permohonan kepada lmportir untuk dilengkapi, dalam hal 

permohonan disampaikan secara tertulis mengguna kan tulisan 

di a tas formulir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. atau 

melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam butir 1.2.; atau 

5.2 . Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menyampaikan 

kepada Importir melalui surat elektronik, dalam h al 

permohonan izin lmpor Sementara disampaikan melalui surat 

elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3. 

6 . Dalam h al berkas surat permohonan lengkap, Pejabat Bea dan Cuka i 

yang m en angani fasilitas pa bean melakukan penelitian terhad ap 

pem enuhan: 

6. 1. persyaratan Impor Sementara Kenda raan Bermotor; 
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a. Kendaraan Bermotor terdaftar atau teregistrasi di negara 

asing; 

b. Kendaraan Bermotor dimiliki atas nama warga negara 

asing; 

c. Kendaraan Bermotor diimpor dan dikendarai oleb pemilik 

Kendaraan Bermotor atau kuasanya; 

d. Kendaraan Bermotor mendapatkan persetujuan ekspor 

atau sejenisnya dari otoritas yang berwenang di negara 

asing; dan 

e. importir dan/ atau Kendaraan Bermotor tidak memiliki 

Vehicle Declaration yang belum diselesaikan, dan 

6 .2 . lampiran berupa dokumen pendukung. 

7. Hasil penelitian oleb Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 5. 

7 .1. Dalam bal basil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

5 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menanga ni 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 

7.2. Dalam bal basil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

5 tidak memenubi persyaratan atau tidak menunjukkan 

kesesuaian: 

7.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti; 

7.2.2. dalam bal basil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 7 .1.1 . menunjukkan: 

7 .2.2.1. tidak terdapat pelanggaran . pidana, importir 

melakukan perbaikan pemberitabuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 

7 .2.2.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 
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8. Pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

8.1. Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 7 .1. dilakukan dengan tujuan: 

8 .1.1. memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor 

dengan data dan informasi yang tercantum dalam 

Vehicle Declaration; 

8.1.2. memastikan Kendaraan Bermotor memiliki jumlah 

minimal bahan bakar saat impor sebanyak % (tiga per 

empat) kapasitas tangki normal bahan bakar; dan 

8.1 .3. memperoleh data Kendaraan Bermotor secara lengkap 

guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai 

pabean. 

8.2. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 8.1. 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/ a tau 

meminta importir menunjukkan dokumen pendukung 

Kendaraan Bermotor. 

8.3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

m enuangkan hasil pemeriksaan fisik ke dalam berita acara 

pemeriksaan fisik. 

8.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean melalui SKP untuk mendapat 

keputusan lebih lanjut. 

8 .5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan 

ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

pemeriksaan fisik meneruskan Vehicle Declaration kepada 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

8.6. Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangam pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 

8.5. menunjukkan: 

8.6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat dimasukkan ke dalam 
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daerah pabean dengan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor; atau 

8.6.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

9. Persetujuan Impor Sementara Kendaraan Bermotor. 

9 .1. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberi 

persetujuan Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan: 

9 .1.1. mencatat tanggal persetujuan pengeluaran Kendaraan 

Bermotor sebagai barang impor sementara; 

9.1 .2 . memberikanjangka waktu Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

persetujuan; dan 

9.1.3. menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

9.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberikan: 

9.2.1. hasil cetak Vehicle Declaration kepada importir; dan 

9.2.2. mencatat tanda khusus pada Kendaraan Bermotor yang 

telah diberikan persetujuan Impor Sementara, 

yang merupakan tanda atau dokumen pelindung kepabeanan atas 

Kendaraan Bermotor selama berada di provinsi yang di dalamnya 

terdapat Pos Pengawas Lintas Batas. 

10. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

mengadministrasikan Vehicle Declaration yang telah ditandatangani 

dan disahkan dan menyampaikan kepada: 

10.1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengawasi provinsi PPLB tempat pemasukan. 

10.2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada 

dalam satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

10.3. importir. 
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C. TATA LAKSANA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR SEMENTARA 

KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS 

I. Menggunakan SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

1. Importir mengakses SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui website 

http:/ /www.beacukai.go.id. 

2 . Importir mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan menyebutkan alasan 

perpanjangan. 

3 . Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilampiri dengan 

dokumen yang mendukung alasan perpanjangan jangka waktu izin 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor. 

4. Terhadap permohonan impor sementara yang diajukan Importir, SKP 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor meneruskan data kepada SKP 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor Pabean tempat 

pemasukan Kendaraan Bermotor. 

5 . Penelitian permohonan perpanjangan jangka waktu 1zm Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor. 

5.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

melakukan penelitian terhadap: 

a . pemenuhan persyaratan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor; 

b. jangka waktu izin Impor Sementara Kendaraan Bermotor; 

dan 

c. lampiran berupa dokumen pendukung. 

5.2. Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 

5.1. , Pejabat Bea dan Cukai yang menangarii fasilitas pabean 

melakukan pemeriksaan atas barang Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor untuk memastikan keberadaan barang 

dan tujuan penggunaan lmpor Sementara Kendaraan Bermotor 

sesuai dengan ketentuan. 

5.3. Dalam hal lokasi penggunaan lmpor Sem entara Kendaraan 

Bermotor sebagaimana dimaksud pada a ngka 5.2. tidak berada 

d alam wilayah penga wasannya: 

5.3 .1. Pejabat Bea dan Cukai yang m en angani fasilitas pabean 

mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan kepada 
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Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor; 

5.3.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

pada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi 

penggunaan Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor 

untuk memastikan keberadaan Kendaraan Bermotor 

dan tujuan penggunaan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor sesuai dengan ketentuan; 

5 .3.3. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kantor Pabean 

yang menerbitkan persetujuan Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor. 

5.3.4. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan menunjukan 

bahwa Impor Sementara Kend~aan Bermotor 

digunakan tidak sesuai dengan izin Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor dilakukan 

penyegelan dan/ atau penegahan oleh Pejabat Bea dan 

Cukai yang m enanga ni pengawasan. 

6 . Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan 

perpanJangan jangka waktu izin Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor. 

6 .1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dim~sud pada angka 

5 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani fasilitas pabean di Pos Pengawas Lintas Bata s 

tempat pemasukan memberi persetujuan perpanjangan ja ngka 

waktu izin Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui SKP 

dengan: 

6 . 1.1. mencatat tanggal persetujuan perpanjangan jangka 

waktu izin Impor Sementara Kendaraan Bermotor; 

6.1.2. memberikan perpanJangan jangka waktu Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor paling lama 30 (tiga 

puluh); dan 

6. 1.3. m enandatangani da n m engesahkan Vehicle Declara tion. 

6 .2. Peja ba t Bea da n Cukai yang m ena ngani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan m emberikan hasil 

cetak Vehicle Declaration kepada importir. 
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6.3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

5 menunjukkan ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani fasilitas pabean di Pos Pengawas Lintas Batas 

tempat pemasukan menyampaikan surat penolakan dengan 

disertai alasan penolakan. 

7 . Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean mengunggah 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disahkan ke dalam 

SKP dan SKP menyampaikan unggahan tersebut kepada: 

7 .1. SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi provinsi 

PPLB tempat pemasukan. 

7 .2 . SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada dalam 

satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

7.3 . importir melalui SKP Impor Sementara importir. 
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II. Menggunakan Tulisan di atas Formulir, melalui Media Penyimpanan 

Data Elektronik, atau melalui Surat Elektronik. 

1. Importir mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan menyebutkan alasan 

perpanjangan. 

1.1. Importir mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 

izin Impor Sementara Kendaraan Bermotor kepada Kepala 

Kantor Pabean tempat pemasukan Kendaraan Bermotor secara 

tertulis. 

1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media 

penyimpanan data elektronik, softcopy atas permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. 

disimpan dalam media penyimpanan data el~ktronik. 

1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, 

softcopy atas permohonan dan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat 

elektronik resmi Kantor Pabean tempat pemasukan barang. 

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilampiri dengan 

dokumen yang mendukung alasan perpanjangan jangka waktu izin 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor. 

3. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima permohonan 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor yang diajukan Importir 

menggunakan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpana n 

data elektronik, atau melalui surat elektronik. 

4 . Dalam hal berkas surat permohonan izin Impor Sementara tidak 

lengkap: 

4.1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan 

permohonan kepada Importir untuk dilengkapi, dalam hal 

permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisa n 

di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. atau 

melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam butir 1.2 .; atau 

4.2 . Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menyampaikan 

kepada Importir mela lui surat elektronik, dala m hal 

permohonan izin lmpor Sementara disampaikan melalui surat 

elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3. 
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5. Dalam hal berkas surat permohonan lengkap, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian permohonan 

perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor. 

5.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

melakukan penelitian terhadap; 

a. pemenuhan persyaratan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor; 

b. jangka waktu izin Impor Sementara Kendaraan Bermotor; 

dan 

c. lampiran berupa dokumen pendukung 

5.2. Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 

5.1., Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

melakukan pemeriksaan atas barang Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor untuk memastikan keberadaan barang 

dan tujuan penggunaan Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

sesuai dengan ketentuan. 

5.3. Dalam hal lokasi penggunaan lmpor Sementara Kendaraan 

Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka 5.2. tidak berada 

dalam wilayah pengawasannya: 

5.3.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

mengajukan permohonan bantuan peineriksaan kepada 

Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor; 

5.3.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

pada Kantor Pabean yang m.engawasi lokasi 

penggunaan Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor 

untuk memastikan keberadaan Kendaraan Bermotor 

dan tujuan penggunaan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor sesuai dengan ketentuan; 

5.3.3. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kantor Pabean 

ya ng menerbitkan persetujuan Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor. 
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5.3.4. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan menunjukan 

bahwa Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

digunakan tidak sesuai dengan izin Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor dilakukan 

penyegelan dan/ atau penegahan oleh Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan. 

6. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan 

perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor. 

6 .1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

5 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani fasilitas pabean di Pos Pengawas Lintas Batas 

tempat pemasukan memberi persetujuan perpanjangan jangka 

waktu izin Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui SKP 

dengan. 

6.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Linta s Batas tempat pemasukan ~emberikan hasil 

cetak Vehicle Declaration kepada importir. 

6.1 .1. mencatat tanggal persetujuan perpanjangan jangka 

waktu izin Impor Sementara Kendaraan Bermotor; 

6.1.2. memberikan perpanjangan jangka waktu Impor 

Sementara Kendaraan Bennotor paling lama 30 (tiga 

puluh} ; dan 

6 .1.3. menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

6.2. Pejabat Bea dan Cukai yang m enangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberikan hasil 

cetak Vehicle Declaration kepada importir. 

6.3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

5 menunjukkan ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani fasilitas pabean di Pos Pengawas Lintas Bata s 

tempat pemasukan menyampaikan surat penolakan dengan 

disertai alasan penolakan. 
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7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

mengadministrasikan Vehicle Declaration yang telah ditandatangani 

dan disahkan dan menyampaikan kepada: 

7 .1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengawasi provinsi PPLB tempat pemasukari. 

7.2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada 

dalam satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

7.3. importir. 
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D. TATA LAKSANA KEGIATAN IMPOR DAN EKSPOR KEMBALI ATAS IMPOR 

SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TERCANTUM DALAM 

VEHICLE DECLARATION LEBIH DARI SATU KALI (MULTITRIP) 

I. Menggunakan SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

1. Importir mengakses SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui website 

http:/ /www.beacukai.go.id. 

2. Importir mengajukan permohonan untuk setiap kali akan melakukan 

kegiatan ekspor kembali atau impor lebih dari sekali terhadap Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor dengan menggunakan Vehicle 

Declaration. 

3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean melakukan 

penelitian terhadap pemenuhan: 

3. 1. Kendaraan Bermotor dikendarai oleh pemilik Kendaraan 

Bermotor atau kuasanya yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration; dan 

3.2. Vehicle Declaration masih dalam jangka waktu Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor. 

4 . Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 3. 

4.1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menangani 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 

4.2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 tidak memenuhi persyaratan atau tidak m enunjukkan 

kesesuaian: 

4.2 .1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti; 

4.2.2. dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 4.1.1. menunjukkan: 
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4.2 .2.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, importir 

melakukan perbaikan pemberitahuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 

4.2.2.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangan1 pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

5. Pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

5.1. Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 4.1. dilakukan dengan tujuan: 

5.1.1. memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor 

dengan data dan informasi yang tercantum dalam 

Vehicle Declaration; dan 

5 . 1.2. memastikan Kendaraan Bermotor memiliki jumlah 

minimal bahan bakar saat impor sebanyak % (tiga per 

empat) kapasitas tangki normal bahan bakar. 

5.2. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/atau 

meminta importir menunjukkan dokumen pendukung 

Kendaraan Bermotor. 

5 .3 . Pejabat yang menangani pemeriksaan fisik menuangkan hasil 

pemeriksaan fisik ke dalam SKP. 

5.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Pejabat Bea d an Cukai 

yang menangani fasilitas pabean melalui SKP untuk menda pat 

keputusan lebih lanjut. 

5.5. Dalam hal hasil pemeriksa an fisik m enunjukkan 

ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

pemeriksaan fisik meneruskan Vehicle Declaration kepada 

Peja bat Bea dan Cukai yang m en angani pengawasan untuk 

dilakukan pen elitian lebih lanjut. 
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5.6. Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 

5.5. menunjukkan: 

5.6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat dimasukkan ke dalam 

daerah pabean dengan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor; atau 

5.6.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

6. Persetujuan impor dan ekspor kembali atas Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration lebih 

dari satu kali (multitrip) . 

6.1. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberi 

persetujuan impor dan ekspor kembali atas Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration 

lebih dari satu kali (multitrip) melalui SKP dengan: 

6.1.1. mencatat tanggal persetujuan pengeluaran atau 

pemasukan Kendaraan Bermotor; dari 

6.1.2. menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pa bean mengunggah 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disahkan ke dalam 

SKP dan SKP menyampaikan unggahan tersebut kepada: 

7 .1. SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang m engawasi provinsi 

PPLB tempat pemasukan. 

7.2. SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada dalam 

satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

7.3. importir m elalui SKP Impor Sementara importir. 
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II. Menggunakan Tulisan di atas Formulir, melalui Media Penyimpanan 

Data Elektronik, atau melalui Surat Elektronik. 

1. Importir mengajukan impor dan ekspor kembali atas Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration lebih dari satu kali (multitrip). 

1.1. Importir mengajukan formulir Vehicle Declaration Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean 

tempat pemasukan Kendaraan Bermotor secara tertulis. 

1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media 

penyimpanan data elektronik, softcopy atas. permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. 

disimpan dalam media penyimpanan data elektronik. 

1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, 

softcopy atas permohonan dan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat 

elektronik resmi Kantor Pabean tempat pemasukan barang. 

2. Importir mengajukan permohonan untuk setiap kali akan melakukan 

kegiatan ekspor kembali atau impor lebih dari sek~li terhadap Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor dengan menggunakan Vehicle 

Declaration. 

3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean melakukan 

penelitian terhadap pemenuhan: 

3 . 1. Kendaraan Bermotor dikendarai oleh pemilik Kendaraan 

Bermotor atau kuasanya yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration; dan 

3.2. Vehicle Declaration masih dalam jangka waktu Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor. 

4. Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 3. 

4 .1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 m enunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menangani 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang m enangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 
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4 .2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 tidak memenuhi persyaratan atau tidak menunjukkan 

kesesuaian: 

4.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti; dan 

4.2.2. dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 4.1. l. menunjukkan: 

4.2.2 .1. tidak terdapat pelanggaran pidana, importir 

melakukan perbaikan pemberitahuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 

4.2 .2.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

5. Pelaksa naan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

5.1. Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 4.1. dilakukan dengan tujuan: 

5 .1.1. m emastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor 

dengan data dan informasi yang tercan tum dalam 

Vehicle Declaration; dan 

5.1.2. memastikan Kendaraan Bermotor memiliki jumlah 

minimal bahan bakar saat impor sebanyak % (tiga per 

empat) kapasitas tangki normal bahan bakar. 

5.2. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/ atau 

meminta importir menunjukkan dokumen pendukung 

Kendaraan Bermotor. 

5 .3 . Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

menuangkan hasil pemeriksaan fisik ke dalam berita acara 

pemeriksaan fisik. 
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5.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik men_unj"t~kkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean untuk mendapat keputusan 

lebih lanjut. 

5 .5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan 

ketidaksesuaian, Pej abat Bea dan Cukai yang menangani 

pemeriksaan fisik meneruskan Vehicle Declaration kepada 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

5.6. Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 

5.5. menunjukkan: 

5.6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat dimasukkan ke d alam 

daerah pabean dengan Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor; atau 

5 .6 .2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

6. Persetujuan impor dan ekspor kembali atas Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration lebih 

dari satu kali (multitrip). 

6.1. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberi 

persetujuan impor dan ekspor kembali atas Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration 

lebih dari satu kali (multitrip) dengan: 

6.1 .1. mencatat tanggal persetujuan pengeluaran atau 

pemasukan Kendaraan Bermotor; dan 

6 .1.2 . menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 
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7 . Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean mengunggah 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disahkan dan 

menyampaikan Vehicle Declaration tersebut kepada: 

7 .1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

_mengawasi provinsi PPLB tempat pemasukan. 

7.2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada 

dalam satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

7 .3. importir. 
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E. TATA LAKSANA PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA KENDARAAN 

BERMOTOR DENGAN DIEKSPOR KEMBALI 

I. Menggunakan SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

1. Importir mengakses SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui website 

http:/ /www.beacukai.go.id. 

2. Importir mengajukan permohonan penyelesaian diekspor kembali 

terhadap Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan 

menggunakan Vehicle Declaration. 

3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean melakukan 

penelitian terhadap pemenuhan: 

3 .1. Kendaraan Bermotor dikendarai oleh p~milik Kendaraan 

Bermotor atau kuasanya yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration; dan 

3.2. Vehicle Declaration masih dalam jangka waktu Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor. 

4. Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 3. 

4.1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan_Cukai menangani 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 

4.2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 tidak memenuhi persyaratan atau tidak menunjukkan 

kesesuaian: 

4.2·. 1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti; 

4.2 .2. dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 4 .2 .1 . menunjukkan: 

4 .2.2.1. tidak terdapat pelanggaran . pidana, importir 

melakuka n perbaikan pemberitahuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 
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4.2.2.2 . terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidapg kepabeanan. 

5. Pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

5.1. Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 4 .1. dilakukan dengan tujuan untuk 

memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Berinotor dengan data 

dan informasi yang tercantum dalam Vehicle Declaration. 

5.2. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4.1. 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/atau 

meminta importir menunjukkan dokumen pendukung 

Kendaraan Bermotor. 

5.3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

menuangkan hasil pemeriksaan fisik ke dalam SKP. 

5.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean melalui SKP untuk mendapat 

keputusan lebih lanjut. 

5.5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan 

ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

pemeriksaan fisik meneruskan Vehicle Declaration kepada 

pejabat yang menangani pengawasan untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut. 

5 .6. Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 

5.5. menunjukkan: 

5.6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat diekspor kembali; atau 

5 .6.2. terdapat pelanggaran pidana , Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidan g 

kepabeanan. 
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6 . Persetujuan penyelesaian ekspor kembali atas Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration. 

6.1. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberi 

persetujuan penyelesaian ekspor kembali atas Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration melalui SKP dengan: 

6.1.1. mencatat tanggal persetujuan pengeluaran Kendaraan 

Bermotor; dan 

6.1.2. menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean mengunggah 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disahkan ke dalam 

SKP dan SKP menyampaikan unggahan tersebut kepada: 

7 .1. SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi provinsi 

PPLB tempat pemasukan. 

7 .2 . SKP Impor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada dalam 

satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

7.3. importir melalui SKP Impor Sementara importir. 

II. Menggunakan Tulisan di atas Formulir, melalui Media Penyimpanan 

Data Elektronik, atau melalui Surat Elektronik. 

1. Importir mengajukan permohonan penyelesaian .diekspor kembali 

terhadap Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan 

menggunakan Vehicle Declaration. 

1.1. Importir mengajukan formulir Vehicle Declaration Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean 

tempat pemasukan Kenda raan Bermotor secara tertulis. 

1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media 

penyimpanan data elektronik, softcopy atas permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. 

disimpan da lam media penyimpanan data elektronik. 
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1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, 

softcopy atas permohonan dan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat 

elektronik resmi Kantor Pabean tempat pemasukan barang. 

2. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean melakukan 

penelitian terhadap pemenuhan: 

2.1. Kendaraan Bermotor dikendarai oleh pemilik Kendaraan 

Bermotor atau kuasanya yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration; dan 

2 .2. Vehicle Declaration masih dalam jangka waktu Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor. 

3 . Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 2. 

3 .1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

2 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menangani 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 

3.2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

2 tidak memenuhi persyaratan atau tidak m enunjukka n 

kesesuaian: 

3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti; 

3.2.2. dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yan g 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 3.1.1. menunjukkan: 

3 .2.2.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, importir 

melakukan perbaikan pemberitahuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 

3 .2.2 .2. terdapa t pelanggaran pidana, Pejabat Bea da n 

Cuka i yang menan gani pengawasan 

m enindaklanjuti sesuai ketentuan peratura n 

perundang-undangan di bidang kepabeanan . 



- 71 -

4 . Pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

4.1 . Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 3.1. dilakukan dengan tujuan untuk 

memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor dengan data 

dan informasi yang tercantum dalam Vehicle Declaration. 

4 .2. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan jmportir dan/ atau 

meminta importir menunjukkan dokumen pendukung 

Kendaraan Bermotor. 

4.3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

menuangkan hasil pemeriksaan fisik ke dalam berita acara 

pemeriksaan fisik. 

4.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Peja~at Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean untuk mendapat keputusan 

lebih lanjut. 

4.5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan 

ketidaksesuaian, Peja Pejabat Bea dan Cukai bat yang 

menangani pemeriksaan fisik meneruskan Vehicle Declaration 

kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

4 .6. Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 

4.5. menunjukkan: 

4.6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat diekspor kembali; atau 

4 .6.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 
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5 . Persetujuan penyelesaian ekspor kembali atas Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration. 

5 .1. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberi 

persetujuan penyelesaian ekspor kembali atas Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration dengan: 

5 .1.1 . mencatat tanggal persetujuan pengeluaran Kendaraan 

Bermotor; dan 

5.1.2. menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

6. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean mengunggah 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disahkan dan 

menyampaikan Vehicle Declaration tersebut kepada: 

6.1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengawasi provinsi PPLB tempat pemasukan. 

6.2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada 

dalam satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

6.3. importir. 
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F. TATA LAKSANA PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA KENDARAAN 

BERMOTOR DENGAN SELAIN DIEKSPOR KEMBALI DALAM HAL HILANG 

ATAU MENGALAMI KERUSAKAN PARAH 

1. Importir mengajukan permohonan penyelesaian Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang 

atau mengalami kerusakan parah secara tertulis menggunakan tulisan 

di atas formulir dengan tujuan tertentu dengan pertimbangan: 

1.1. Kendaraan Bermotor hilang; atau 

1.2. Kendaraan Bermotor mengalami kerusakan parah; 

2 . Penyampaian permohonan penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah. 

2.1. Permohonan tidak diekspor kembali atas Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka 1 

diajukan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir 

kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Vehicle 

Declaration, dengan menyebutkan alasan dan melampirkan 

dokumen sebagai berikut: 

2 .1.1. dalam hal Kendaraan Bermotor hilang sebagaimana 

dimaksud pada angka 1.1., importir melampirkan dokumen 

bukti pendukung, berupa: 

2. l . 1.1. persetujuan dari pemilik Kendaraan Bermotor; dan 

2 .1.1. 2 . bukti kehilangan dari instansi yang berwenang. 

2 .1.2. dalam hal Kendaraan Bermotor hilang sebagaimana 

dimaksud pada angka 1.2., importir melampirkan dokumen 

bukti pendukung, berupa: 

2.1.2.1. persetujuan dari pemilik Kendaraan Bermotor; dan 

2 .1.2.2 . surat keterangan mengenai telah terpenuhinya 

perizinan barang yang dibatasi untuk diimpor dari 

instansi teknis yang berwenang, dalam hal barang 

impor sementara dikenai ketentuan pembatasan 

impor. 

2.2 . Da lam hal penyampaian dilakukan melalui media penyimpa nan 

data elektronik, softcopy atas permohonan dan dokumen 

pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. disimpan 

dalam media penyimpanan data elektronik. 
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2.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, 

softcopy atas permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud 

pada butir 2 .1. disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi 

Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Vehicle Declaration. 

3. Jika berkas surat permohonan penyelesaian Imper Sementara 

Kendaraan Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang 

atau mengalami kerusakan parah tidak lengkap, maka: 

3.1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan 

permohonan kepada importir untuk dilengkapi, dalam hal 

permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan di 

atas formulir sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. atau melalui 

media penyimpanan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

butir 2.2.; atau 

3.2. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menyampaikan kepada 

importir melalui surat elektronik, dalam hal permohonan 

disampaikan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam butir 2 .3. 

4. Penelitian permohonan penyelesaian Imper Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah. 

4.1. Terhadap permohonan penyelesaian Imper Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah, Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani fasilitas pabean melakukan penelitian dokumen dan 

pemeriksaan fisik terha dap permohonan importir dengan 

memperhatikan: 

4 .1.1 . alasan tidak diekspor kembali; 

4 . 1.2. dokumen yang dilampirkan; dan 

4.1.3. bukti-bukti lain yang mendukung alasan tidak diekspor 

kembali. 

4 .2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean dapat 

melakukan p emeriksaan fisik atas baran g impor sementara yang 

diajukan p ermohonan p enyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan selain diekspor k embali. 

4. 3 . Dala m h a l lokasi penggunaan barang Imper Sementara t idak 

berada d alam wilayah pengawasannya: 
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4 .3.1 . Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

mengajukan permobonan bantuan pemeriksaan kepada 

Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan 

Kendaraan Bermotor; 

4 .3.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menanganj fasilitas pabean 

pada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan 

barang Impor Sementara melakukan pemeriksaan atas 

Kendaraan Bermotor; dan 

4 .3.3. basil pemeriksaan disampaikan kepada Kantor Pabean 

yang menerbitkan Vehicle Declaration. 

5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permobonan penyelesaian 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan selain diekspor kembali 

dalam bal bilang atau mengalami kerusakan parah. 

5.1. Dalam bal basil penelitian atas permobonan sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. dan butir 1.2. m emenubi persyaratan 

dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean memberikan 

persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan 

mengenai persetujuan penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam bal bilang atau 

mengalami kerusakan parab. 

5.2. Dalam bal basil penelitian atas permobonan sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. dan butir 1.2. tidak memenubi 

persyaratan dan/ atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala 

Kantor Pabean ata s nama Menteri Keuangan menyampaikan surat 

penolakan dengan menyebutkan alasannya. 

6 . Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean menyampaikan 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan 

penyelesaian Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan selain 

diekspor kembali dalam bal bilang atau mengalami kerusakan parab 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. atau . tersebut surat penolakan 

sebagaimana dimaksud pada butir 5 .2. kepada: 

6. 1. Ka ntor Wilayab Direktorat J enderal Bea clan Cukai yang 

m engawasi provinsi PPLB tem pat pemasuka n ; 

6 .2 . Kantor Pengawasan dan Pelaya nan Bea dan Cuka i yang berada 

da lam satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

6 .3. importir. 
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7. Kewajiban pabean atas keputusan persetujuan dari penolakan atas 

pemohonan penyelesaian Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan 

selain diekspor kembali dalam hal hilang atau mengalami kerusakan 

parah. 

7 .1. Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan 

mengenai persetujuan penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah sebagaimana dimaksud pada butir 

5 .1.: 

7.1.1. importir wajib membayar: 

7 .1 .1.1. bea masuk yang terutang; 

7 .1.1.2 . pajak dalam rangka impor yang terutang; dan 

7 .1.1.3. sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% 

(seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya 

dibayar. 

7.1.2. Pejabat Bea dan Cukai yang m enangani pengawasan pada 

Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri 

Keuangan mengena i persetujuan penyelesa ian Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor dengan selain diekspor 

kembali dalam hal hilang atau mengalami kerusakan 

parah, melakukan penyegelan atas Kendaraan Bermotor, 

sampai importir memenuhi kewajiban pabean sebagaimana 

dimaksud pada butir 7 .1.1. 

7 .1.3. Dalam hal lokasi penggunaan Kendaraan Bermotor tidak 

berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor 

Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta 

bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi 

lokasi penggunaan Kendaraan Bermotor untuk melakukan 

melakukan penyegelan atas barang Impor Sementara 

sebagaimana dimaksud pada butir 7.1.2. 

7.2. Dalam hal t elah diterbitkan surat penolakan sebagaimana 

dimaksud pada butir 5.2., importir wajib mengekspor kembali 

Kendaraan Bermotor. 
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G. TATA LAKSANA PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA KENDARAAN 

BERMOTOR DENGAN SELAIN DIEKSPOR KEMBALI DALAM HAL HILANG 

ATAU MENGALAMI KERUSAKAN PARAH KARENA KEADAAN MEMAKSA 

(FORCE MAJEURE) 

1. Importir mengajukan permohonan penyelesaian Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang 

atau mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (force 

majeure) tulisan di atas formulir. 

2. Penyampaian permohonan penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (force majeure). 

2.1. Permohonan tidak diekspor kembaH atas Impor Sementara 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka 1 

diajukan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir 

kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Vehicle 

Declaration, dengan menyebutkan alasan dan melampirkan 

dokumen sebagai berikut: 

2 .1.1. persetujuan dari pemilik Kendaraan Bermotor. 

2 .1.2. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang 

menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor hilang atau 

mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa 

(force majeur); dan 

2.1.3. surat keterangan mengenai telah terpenuhinya perizinan 

barang yang dibatasi untuk diimpor dari instansi teknis 

yang berwenang, untuk barang impor sementara berupa 

Kendaraan Bermotor yang dikenai ketentuan pembatasan 

impor dan mengalami kerusakan parah karena keadaan 

memaksa (force majeur). 

2.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media penyimpanan 

data elektronik, softcopy atas permohonan dan dokumen 

pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. disimpan 

dalam media penyimpana n data elektronik. 

2.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, 

softcopy atas permohonan dan dokumen sebagaim a na dimaksud 

pada butir 2.1. disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi 

Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Vehicle Declaration. 
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3. Jika berkas surat permehenan penyelesaian Imper Sementara 

Kendaraan Bermeter dengan selain dieksper kembali dalam hal hilang 

atau mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (force 

majeury tidak lengkap, maka: 

3.1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan 

permehonan kepada Impertir untuk dilengkapi, dalam hal 

permehonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan di 

atas formulir sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. atau melalui 

media penyimpanan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

butir 2 .2.; atau 

3.2. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menyampaikan kepada 

Impertir melalui surat elektronik, dalam hal permohenan 

disampaikan melalui surat elektrenik sebagaimana dimaksud 

dalam butir 2.3. 

4. Penelitian permohonan penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah karena keadaan memaks~ (force majeury. 

4.1. Terhadap permehonan penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermetor dengan selain dieksper kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (force 

majeury, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap 

permohonan impertir dengan memperhatikan: 

4 .1.1. alasan tidak diekspor kembali; 

4.1.2. dokumen yang dilampirkan; dan 

4.1.3. bukti-bukti lain yang mendukung alasan tidak diekspor 

kembali. 

4.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean dapat 

melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor sementara yang 

diajukan permehonan penyelesaian Imper Sementara Kendaraan 

Bermeter dengan selain diekspor .kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (force 

majeury . 
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4.3. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak 

berada dalam wilayah pengawasannya: 

4.3 .1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan kepada 

Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan 

Kendaraan Bermotor; 

4.3.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

pada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan 

barang Impor Sementara melakukan pemeriksaan atas 

Kendaraan Bermotor; dan 

4.3.3. hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kantor Pabean 

yang menerbitkan Vehicle Declaration. 

5 . Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan penyelesaian 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan selain diekspor kembali 

dalam hal hilang atau mengalami kerusakan parah karena keadaan 

memaksa (force majeur,. 

5.1 . Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. dan butir 1.2. memenuhi persyaratan 

dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean memberikan 

persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan 

mengenai persetujuan penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (force 

majeur). 

5.2. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. dan butir 1.2. tidak memenuhi 

persyaratan dan/ atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala 

Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat 

penolakan dengan menyebutkan alasannya. 
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6. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean menyampaikan 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan 

penyelesaian Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan selain 

diekspor kembali dalam hal hilang atau mengalami kerusakan parah 

karena keadaan memaksa (force majeur) sebagaimana dimaksud pada 

butir 5.1. atau tersebut surat penolakan sebagaimana dimaksud pada 

butir 5.2. kepada: 

6.1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengawasi provinsi PPLB tempat pemasukan; 

6 .2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada 

dalam satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

6.3. importir. 

7 . Kewajiban pabean atas keputusan persetujuan dan penolakan atas 

pemohonan penyelesaian Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan 

selain diekspor kembali dalam hal hilang atau mengalami kerusakan 

parah karena keadaan memaksa (force majeur}. 

7 .1. Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan 

mengenai persetujuan penyelesaian Impor Sementara Kendaraan 

Bermotor dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah sebagaimana dimaksud pada butir 

5.1., importir dibebaskan dari kewajiban membayar: 

7 .1.1. bea masuk yang terutang; 

7 .1.2. pajak dalam rangka impor yang terutang; dan 

7.1.3. sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus 

persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. 

7.2. Dalam hal telah diterbitkan surat penolakan sebagaimana 

dimaksud pada butir 5.2., importir dapat: 

7.2 .1. mengekspor kembali barang Impor Sementara; atau 

7 .2.2. menyelesaikan Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

dengan selain diekspor kembali dalam hal hilang atau 

mengalami kerusakan parah sebagaimana dimaksud dalam 

Lampiran huruf D. 
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H. TATA LAKSANA EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI 

POS PENGAWAS LINTAS BATAS 

I. Menggunakan SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor. 

1. Eksportir mengakses SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor 

melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui website 

http:/ /www.beacukai.go.id. 

2. Eksportir mengajukan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor 

dengan memasukkan data yang meliputi: 

a . nama pemilik kendaraan bermotor; 

b. alamat pemilik kendaraan bermotor; 

c. jenis dan nomor kartu identitas pemilik kendaraan bermotor; 

d. nama pengemudi; 

e. jenis dan nomor kartu identitas yang digunakan oleh eksportir; 

f. nomor lisensi mengemudi; 

g. nomor registrasi kendaraan bermotor; 

h. nomor tanda nomor kendaraan bermotor; 

i. nama negara tempat didaftarkannya kendaraari bermotor; 

J. jenis dan merk kendaraan bermotor; 

k. nomor rangka/ chassis kendaraan bermotor; 

1. nomor mesin kendaraan bermotor; 

m. tahun pembuatan dan kapasitas mesin kendaraan bermotor; 

n. warna kendaraan bermotor; 

o. alamat tujuan di luar negeri; 

p. tempat diberitahukannya Vehicle Declaration; dan 

q. tanggal diberitahukannya Vehicle Declaration; 

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilampiri dengan 

dokumen pendukung berupa: 

a. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemilik Kendaraan 

Bermotor, seperti KTP atau dokumen sejenis lainnya; 

b. dokumen yang menjelaskan tentang identitas 

eksportir/pengemudi Kendaraan Bermotor, seperti KTP, NPWP, 

atau dokumen sejenis lainnya; 

c. dokumen registrasi Kendaraan Bermotor dan tanda nomor 

Kendaraan Bermotor; dan 

d . surat kuasa dalam hal Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor 

tidak dilakukan oleh pemilik Kendaraan Bermotor. 
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4. Terhadap permohonan impor sementara yang diajukan eksportir, 

SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor meneruskan data SKP 

Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor Pabean tempat 

pengeluaran Kendaraan Bermotor. 

5. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean melakukan 

penelitian terhadap pemenuhan: 

5.1. persyaratan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor: 

a. Kendaraan Bermotor terdaftar atau teregistrasi di 

Indonesia; 

b. Kendaraan Bermotor diekspor dan dikendarai oleh oleh 

warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk 

kawasan perbatasan atau provinsi y~ng di dalamnya 

terdapat Pos Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran 

Kendaraan Bermotor; dan 

c. persetujuan dari instansi terkait, dalam hal diperlukan 

persetujuan dari instansi terkait yang memiliki kewenangan 

di bidang pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan; 

5.2. lampiran berupa dokumen pendukung. 

6. Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 5. 

6 .1 . Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

5 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menangani 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 

6 .2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

5 tidak memenuhi persyaratan atau tidak menunjukkan 

kesesuaian: 

6. 2 .1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pa bean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti; 

6 .2 .2. dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 6 .2.1. menunjukkan: 
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6.2.2.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, eksportir 

melakukan perbaikan pemberitahuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 

6.2.2.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

7. Pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea· dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

7 .1. Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 6.1. dilakukan dengan tujuan 

7 .1.1. memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor 

dengan data dan informasi yang tercantum dalam 

Vehicle Declaration; dan 

7 .1.2. memperoleh data Kendaraan Bermotor secara lengkap 

guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai 

pabean. 

7 .2 . Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 7.1. 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan 

dan/ atau meminta eksportir menunjukkan 

pendukung Kendaraan Bermotor. 

eksportir 

dokumen 

7.3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

menuangkan basil pemeriksaan fisik ke dalam SKP. 

7.4. Dalam hal basil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean melalui SKP untuk mendapat 

keputusan lebib lanjut. 

7 .5. Dalam bal basil pemeriksaan fisik menunjukkan 

ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

pemeriksaan fisik meneruskan Vehicle Declaration kepada 

Pejabat Bea dan Cukai yang m enangani pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebib lanjut. 

7 .6. Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

m enangani pengawasan sebagaimana dimaksud pa da angka 

7 .5. m enunjukkan: 
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7.6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat dikeluarkan dari 

dalam daerah pabean dengan Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor; atau 

7.6 .2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

8. Persetujuan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor. 

8 .1. Dalam bal basil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran memberi 

persetujuan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor mela lui 

SKP dengan: 

8.1.1. mencatat tanggal persetujuan pengel:uaran Kendaraan 

Bermotor sebagai barang Ekspor Sementara; dan 

8.1 .3. menandatangani dan mengesabkan Vehicle Declaration. 

8.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pengeluara n m emberikan: 

8.2.1. basil cetak Vehicle Declaration kepada eksportir; dan 

8.2.2 . mencatat tanda kbusus pada Kendaraan Bermotor yang 

telab diberikan persetujuan Ekspor Sementara, 

yang merupakan tanda atau dokumen pelindung kepabeanan atas 

Kendaraan Bermotor selama berada di provinsi yang di dalamnya 

terdapat Pos Pengawas Lintas Batas. 

9. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilita s pabean mengunggab 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disabkan ke dalam 

SKP dan SKP menyampaikan unggaban tersebut kepada: 

9 .1. SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang m engawasi provinsi 

PPLB tempat pengeluaran. 

9.2 . SKP Ekspor Semen tara Kendaraan Bermotor Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea da n Cuka i yang berad a da lam 

satu provinsi dengan PPLB tempat pengeluaran ; da n 

9.3. Eksportir m elalui SKP Ekspor Sem entara Eksportir. 
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II. Menggunakan Tulisan di atas Formulir, melalui Media Penyimpanan 

Data Elektronik, atau melalui Surat Elektronik. 

1. Eksportir mengajukan izin Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor. 

1.1. Eksportir mengajukan formulir Vehicle Declaration Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean 

tempat pengeluaran Kendaraan Bermotor secara tertulis. 

1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media 

penyimpanan data elektronik, softcopy atas permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. 

disimpan dalam media penyimpanan data elektronik. 

1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, 

softcopy atas permohonan dan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat 

elektronik resmi Kantor Pabean tempat pemasukan barang. 

2. Eksportir mengajukan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memasukkan data yang 

meliputi: 

a . nama pemilik kendaraan bermotor; 

b . alamat pemilik kendaraan bermotor; 

c. jenis dan nomor kartu identitas pemilik kendaraan bermotor; 

d . nama pengemudi; 

e. jenis dan nomor kartu identitas yang digunakan oleh eksportir; 

f. nomor lisensi mengemudi; 

g. nomor registrasi kendaraan bermotor; 

h . nomor tanda nomor kendaraan bermotor; 

1. nama negara tempat didaftarkannya kendaraan bermotor; 

J. jenis dan merk kendaraan bermotor; 

k. nomor rangka/ chassis kendaraan bermotor; 

1. nomor mesin kendaraan bermotor; 

m. tahun pembuatan dan kapasitas mesin kendaraan bermotor; 

n . warna kendaraan bermotor; 

o. alamat tujuan di lua r negeri; 

p . tempat diberitahukannya Vehicle Declaration; dan 

q . tanggal diberitahukannya Vehicle Declaration. 
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3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan 

dokumen pendukung berupa: 

a . dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemilik Kendaraan 

Bermotor, seperti KTP atau dokumen sejenis lainnya; 

b. dokumen yang menjelaskan tentang identitas 

eksportir / pengemudi Kendaraan Bermotor, seperti KTP, NPWP, 

atau dokumen sejenis lainnya; 

c. dokumen registrasi Kendaraan Bermotor dan tanda nomor 

Kendaraan Bermotor; dan 

d. surat kuasa dalam hal Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor 

tidak dilakukan oleh pemilik Kendaraan Bermotor. 

4. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima permohonan 

Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor yang diajukan Eksportir 

menggunakan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan 

data elektronik, atau melalui surat elektronik. 

5. Dalam hal berkas surat permohonan izin Ekspor Sementara tidak 

lengkap: 

5.1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan 

permohonan kepada Eksportir untuk dilengkapi, dalam hal 

permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan 

di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. atau 

melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam butir 1.2.; atau 

5.2. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menyampaikan 

kepada Eksportir melalui surat elektronik, dalam hal 

permohonan izin Ekspor Sementara disampaikan melalui surat 

elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3. 

6 . Dalam h al berkas surat permohonan lengkap, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap 

pemenuhan: 

6.1. persyaratan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor: 

a . Kendaraan Bermotor terdaftar atau teregistrasi di 

Indonesia; 
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b. Kendaraan Bermotor diekspor dan dikendarai oleh oleh 

warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk 

kawasan perbatasan atau provinsi yang di dalamnya 

terdapat Pos Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran 

Kendaraan Bermotor; dan 

c. persetujuan dari instansi terkait, dalam hal diperlukan 

persetujuan dari instansi terkait yang memiliki kewenangan 

di bidang pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan. 

6.2. lampiran berupa dokumen pendukung. 

7. Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 5. 

7 .1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

6 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menangani 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 

7.2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

6 tidak memenuhi persyaratan atau tidak menunjukkan 

kesesuaian: 

7 .2. 1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangapi fasilitas pabean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti; 

7.2.2. dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 7.2.1. menunjukkan: 

7 .2 .2 .1. tidak terdapat pelanggaran pidana, eksportir 

melakukan perbaikan pemberitahuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 

7.2.2.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 
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8. Pelaksanaan pemeriksaan fi.sik oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

8.1. Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 7 .1. dilakukan dengan tujuan: 

8.1.1. memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor 

dengan data dan informasi yang tercantum dalam 

Vehicle Declaration; dan 

8.1.2. memperoleh data Kendaraan Bermotor secara lengkap 

guna keperluan pengklasifi.kasian dan penetapan nilai 

pabean. 

8 .2. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud ,pada angka 8.1. 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan eksportir 

dan/ a tau meminta eksportir menunjukkan dokumen 

pendukung Kendaraan Bermotor. 

8.3 . Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

menuangkan hasil pemeriksaan fi.sik ke <la.lam berita acara 

pemeriksaan fisik. 

8.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fi.sik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean melalui SKP untuk mendapat 

keputusan lebih lanjut. 

8.5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan 

ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai ·yang menangani 

pemeriksaan fi.sik meneruskan Vehicle Declaration kepada 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

8.6. Dalam h al hasil penelita n Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 

8.5. menunjukkan: 

8.6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat dikeluarkan dari 

dalam daerah pabean dengan Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor; atau 
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8.6.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

9. Persetujuan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor. 

9.1. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran memberi 

persetujuan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor dengan: 

9 .1 .1. mencatat tanggal persetujuan pengeluaran Kendaraan 

Bermotor sebagai barang Ekspor sementara; dan 

9.1.3. menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

9 .2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberikan hasil 

cetak Vehicle Declaration kepada eksportir. 

10. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

mengadministrasikan Vehicle Declaration yang telah ditandatangani 

dan disahkan dan menyampaikan kepada: 

10. 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengawasi provinsi PPLB tempat pengeluaran; 

10.2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada 

dalam satu provinsi dengan PPLB tempat pengeluaran; dan 

10. 3. eksportir. 
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I. TATA LAKSANA KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR KEMBALI ATAS EKPSOR 

SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TERCANTUM DALAM 

VEHICLE DECLARATION LEBIH DARI SATU KALI (MULTITRIP) 

I. Menggunakan SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor 

1. Eksportir mengakses SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor 

melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui website 

http:/ /www.beacukai.go.id. 

2. Eksportir mengajukan permohonan untuk setiap kali akan 

melakukan kegiatan impor kembali atau ekspor lebih dari sekali 

terhadap Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor dengan 

menggunakan Vehicle Declaration. 

3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean melakukan 

penelitian terhadap pemenuhan bahwa Kendaraan Bermotor 

dikendarai oleh pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya yang 

tercantum dalam Vehicle Declaration. 

4. Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 3. 

4.1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menangani 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 

4 .2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 tidak memenuhi persyaratan atau tidak menunjukkan 

kesesuaian: 

4.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti; dan 

4.2 .2. dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 4.1.1. menunjukkan: 

4.2.2.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, eksportir 

melakukan perbaikan pemberitahuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 
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4.2.2 .2. terdapat pelanggaran pidana., Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

5. Pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

5 .1. Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 4.1. dilakukan dengan tujuan 

5.1 .1. memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor 

dengan data dan informasi yang tercantum dalam 

Vehicle Declaration; dan 

5 .1. 2. memastikan Kendaraan Bermotor memiliki jumlah 

minimal bahan bakar saat impor kembali sebanyak % 

(tiga per empat) kapasitas tangki normal bahan bakar. 

5 .2 . Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan eksportir 

dan/ atau meminta eksportir menunjukkan dokumen 

pendukung Kendaraan Bermotor. 

5.3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

menuangkan hasil pemeriksaan fisik ke dalam SKP. 

5.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean melalui SKP untuk mendapat 

keputusan lebih lanjut. 

5.5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan 

ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

pemeriksaan fisik meneruskan Vehicle Declaration kepada 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

5.6. Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 

5.5. m enunjukkan: 

5.6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat dikeluarkan dari 
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dalam daerah pabean dengan Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor; atau 

5.6.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

6 . Persetujuan impor kembali dan ekspor atas Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration lebih 

dari satu kali (multitrip). 

6.1. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran memberi 

persetujuan impor kembali dan ekspor atas Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration 

lebih dari satu kali (multitrip) melalui SKP dengan: 

6 .1. 1. mencatat tanggal persetujuan pengeluaran a tau 

pemasukan Kendaraan Bermotor; dan 

6.1.2 . menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean m engunggah 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disahkan ke dalam 

SKP dan SKP menyampaikan unggahan tersebut kepada: 

7 .1. SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi provinsi 

PPLB tempat pengeluaran. 

7.2. SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada dalam 

satu provinsi dengan PPLB tempat pengeluaran; dan 

7.3 . eksportir melalui SKP Ekspor Sementara eksportir. 
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II. Menggunakan Tulisan di atas Formulir, melalui Media Penyimpanan 

Data Elektronik, atau melalui Surat Elektronik. 

1. Eksportir mengajukan impor kembali dan ekspor atas Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration lebih dari satu kali (multitrip). 

1.1. Eksportir mengajukan formulir Vehicle Declaration Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean 

tempat pengeluaran Kendaraan Bermotor secara tertulis. 

1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media 

penyimpanan data elektronik, softcopy atas permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. 

disimpan dalam media penyimpanan data elektronik. 

1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui . surat elektronik, 

softcopy atas permohonan dan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat 

elektronik resmi Kantor Pabean tempat pengeluaran barang. 

2. Eksportir mengajukan permohonan untuk setiap kali akan 

melakukan kegiatan impor kembali atau ekspor· lebih dari sekali 

terhadap Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor dengan 

menggunakan Vehicle Declaration. 

3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean melakukan 

penelitian terhadap penienuhan bahwa Kendaraan Bermotor 

dikendarai oleh pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya yang 

tercantum dalam Vehicle Declaration. 

4 . Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 3. 

4 .1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menangani 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 

4.2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 tidak memenuhi persyaratan atau tidak m enunjukkan 

kesesuaian: 
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4.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti; 

4 .2.2. dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 4.1.1. menunjukkan: 

4.2.2.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, eksportir 

melakukan perbaikan pemberitahuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 

4 .2.2.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bida_ng kepabeanan. 

5. Pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

5.1. Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 4.1 . dilakukan dengan tujuan 

memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor dengan data 

dan informasi yang tercantum dalam Vehicle Declaration. 

5.2. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan eksportir 

dan/ atau meminta eksportir menunjukkan dokumen 

pendukung Kendaraan Bermotor. 

5.3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

menuangkan hasil pemeriksaan fisik ke dalam berita acara 

pemeriksaan fisik. 

5.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean untuk mendapat keputusan 

lebih lanjut. 

5.5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan 

ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yan g m en angani 

pemeriksaan fisik m eneruskan Vehicle Declaration kepada 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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5 .6. Dalam hal hasil penelitan pejabat yang menangani pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada angka 5.5. menunjukkan: 

5.6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutkan alasa.i:i penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat dikeluarkan dari 

dalam daerah pabean dengan Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor; atau 

5.6.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

6. Persetujuan impor kembali dan ekspor atas Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration lebih 

dari satu kali (multitrip). 

6.1 . Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberi 

persetujuan impor kembali dan ekspor atas Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration 

lebih dari satu kali (multitrip) dengan: 

6.1.1. mencatat tanggal persetujuan pengeluaran atau 

pemasukan Kendaraan Bermotor; dan 

6 .1. 2. menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pa bean mengunggah 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disahkan dan 

menyampaikan Vehicle Declaration tersebut kepada: 

7 .1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengawasi provinsi PPLB tempat pengeluaran. 

7.2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada 

dalam satu provinsi dengan PPLB tempat perigeluaran; dan 

7.3 . eksportir. 
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J. TATA LAKSANA PENYELESAIAN EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN 

BERMOTOR DENGAN DIIMPOR KEMBALI 

I. Menggunakan SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor 

1. mengakses SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor melalui 

portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui website 

http:/ /www.beacukai.go.id 

2. Eksportir mengajukan permohonan penyelesaian diimpor kembali 

terhadap Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor dengan 

menggunakan Vehicle Declaration. 

3 . Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean melakukan 

penelitian terhadap pemenuhan bahwa Kendaraan Bermotor 

dikendarai oleh pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya yang 

tercantum da lam Vehicle Declaration. 

4. Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 3 . 

4.1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dim~sud pada angka 

3 menunjukkan kesesuaia n, Pejaba t Bea dan Cuka i menanga ni 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cuka i 

yang menangan1 pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 

4.2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

3 tidak memenuhi persyaratan atau tidak menunjukkan 

kesesuaian: 

4 .2 .1. Pejabat Bea dan Cukai yang menanga!li fasilitas pabean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani p engawasan untuk ditindaklanjuti; dan 

4 .2 .2. dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 4.2 . 1. menunjukkan: 

4. 2. 2 .1. tidak terdapat pelanggaran pidana, eksportir 

m elakukan perba ikan pemberitahuan pa bean 

Vehicle Declaration; a tau 
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4.2.2.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

5 . Pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

5 .1. Pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 4.1 . dilakukan denga:n, tujuan: 

5.1.1. memastikan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor 

dengan data dan informasi yang tercantum dalam 

Vehicle Declaration; dan 

5.1.2. memastikan Kendaraan Bermotor memiliki jumlah 

minimal bahan bakar saat diimpor kei:nbali sebanyak % 

(tiga per empat) kapasitas tangki normal bahan bakar. 

5.2. Pemeriksaan fisik seba gaimana dimaksud pada angka 4.1 . 

dapat dilakukan melalui wawancara dengan eksportir 

dan/ atau meminta eksportir menunjukkan dokumen 

pendukung Kendaraan Bermotor. 

5.3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

menuangkan hasil pemeriksaan fisik ke dalam SKP. 

5.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada pejabat yang 

menangani fasilitas pabean melalui SKP untuk mendapat 

keputusan lebih lanjut. 

5.5. Dalam hal basil pemeriksaan fisik menunjukkan 

ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

pemeriksaan fisik meneruskan Vehicle Declaration kepada 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

5.6. Dalam hal hasil penelitan pejabat yang menangani pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada angka 5.5 . menunjukka n : 

5.6 .1. tidak terdapat pelanggara n pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan menyebutka n a lasan penola kan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat diimpor kembali; atau 
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5.6.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

Persetujuan penyelesaian impor kembali atas Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration. 

6.1 . Dalam hal hasil pemedksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran memberi 

persetujuan penyelesaian 1mpor kembali atas Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration melalui SKP dengan: 

6 .1.1. mencatat tanggal persetujuan pemasukan Kendaraan 

Bermotor; dan 

6.1.2. menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean mengunggah 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disahkan ke dalam 

SKP dan SKP menyampaikan unggahan tersebut kepada: 

7 .1. SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi provinsi 

PPLB tempat pemasukan. 

7.2. SKP Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada dalam 

satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

7.3. eksportir melalui SKP Ekspor Sementara eksportir. 
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II. Menggunakan Tulisan di atas Formulir, melalui Media Penyimpanan 

Data Elektronik, atau melalui Surat Elektronik. 

1. Eksportir mengajukan permohonan penyelesaian diimpor kembali 

terhadap Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor dengan 

menggunakan Vehicle Declar-ation). 

1.1. Eksportir mengajukan formulir Vehicle Declaration Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean 

tempat pemasukan Kendaraan Bermotor secara tertulis. 

1.2 . Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media 

penyimpanan data elektronik, softcopy atas permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. 

disimpan dalam media penyimpanan data elektronik. 

1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, 

softcopy atas permohonan dan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat 

elektronik resmi Kantor Pabean tempat pemasukan barang. 

2. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean melakukan 

penelitian terhadap pemenuhan bahwa Kendaraan Bermotor 

dikendarai oleh pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya yang 

tercantum dalam Vehicle Declaration. 

3. Hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai menangani fasilitas 

pabean sebagaimana dimaksud pada angka 2. 

3.1. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 

2 menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan·cukai menangani 

fasilitas pabean meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor. 

3.2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dim~ksud pada angka 

2 tidak memenuhi persyaratan a.tau tidak menunjukkan 

kesesuaian: 

3.2.1 . Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan untuk ditindaklanjuti; dan 
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3.2.2. dalam bal basil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 3.2 .1. menunjukkan: 

3.2.2 .1. tidak terdapat pelanggaran pidana, eksportir 

melakukan perbaikan pemberitabuan pabean 

Vehicle Declaration; atau 

3.2.2.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani pengawasan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

4. Pelaksanaan pemeriksaan fisik oleb Pej abat Bea dan Cukai yang 

menangani pemeriksaan fisik. 

4 . 1. Pemeriksaan fisik terbadap Kendaraan Bermotor sebagaiamana 

dimaksud pada angka 3.1. dilakukan dengan tujuan: 

4.1.1. untuk memastikan kesesuaian fisik Kenda raan 

Bermotor dengan data dan informasi yang tercantum 

dalam Vehicle Declaration; dan 

4 .1. 2. memastikan Kendaraan Bermotor memiliki jumlab 

minimal bahan bakar saat diimpor kembali sebanyak % 

(tiga per empat) kapasitas tangki norD:lal baban bakar. 

4.2 . Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 3 .1. 

dapat dilakukan m elalui wawancara dengan eksportir 

dan/ atau meminta eksportir menunjukkan dokumen 

pendukung Kendaraan Bermotor. 

4 .3. Pejaba t yang menangani pemeriksaan fisik menuangkan basil 

pemeriksaan fisik ke dala m berita acara pemeriksaan fisik. 

4.4. Dalam bal basil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik 

meneruskan Vehicle Declaration kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani fasilitas pabean untuk mendapat keputusan 

lebib lanjut. 

4 .5. Da lam hal b asil pem eriksaan fisik m enunjukkan 

ketidaksesu aia n, Pejaba t Bea dan Cukai .yan g menan gani 

pemeriksaan fisik meneruskan Vehicle Declaration kepa da 

Peja ba t Bea da n Cukai yang menangani pen gawasan untuk 

dila kuka n penelitian lebib lanjut. 
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4.6. Dalam hal hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai yan g 

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 

4 .5. menunjukkan: 

4.6.1. tidak terdapat pelanggaran pidana, Vehicle Declaration 

ditolak dengan m enyebutkan alasan penolakan dan 

Kendaraan Bermotor tidak dapat diimpor kembali ke 

dalam daerah pabean dengan Vehicle Declaration; atau 

4.6.2. terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani pengawasan menindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

5. Persetujuan penyelesaian impor kembali atas Ekspor Sementara 

Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle Declaration. 

5. 1. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesu aian, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pabean di Pos 

Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan memberi 

persetujuan penyelesaian 1mpor kembali atas Ekspor 

Sementara Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Vehicle 

Declaration dengan: 

5 .1.1 . mencatat tanggal persetujuan pengeluaran Kendaraan 

Bermotor; dan 

5.1.2. menandatangani dan mengesahkan Vehicle Declaration. 

6. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas pa bean mengunggah 

Vehicle Declaration yang telah ditandatangani dan disahkan dan 

menyampaikan Vehicle Declaration tersebut kepada: 

6.1. Kantor Wilayah Direktora t J enderal Bea dan Cukai yang 

mengawasi provinsi PPLB tempat pemasukan. 

6.2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada 

dalam satu provinsi dengan PPLB tempat pemasukan; dan 

6.3. eksportir. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat J enderal 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 




